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KATA PENGANTAR  

 Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Madya 

Balikpapan disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud merupakan laporan 

kinerja yang dibuat secara periodik sebagai pertanggungjawaban atas tingkat 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi berdasarkan Perjanjian Kinerja 

serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Madya 

Balikpapan yang bertujuan mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak 

sesuai dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang dilaksanakan selama tahun 

2024. Laporan akuntabilitas ini menjadi sarana mengkomunikasikan capaian 

kinerja dalam satu tahun anggaran dari unit eselon III kepada unit vertikal di 

atasnya yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan 

Utara. 

Melalui Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

yang jelas dan transparan serta pertanggungjawaban atas sasaran strategis instansi, 

sekaligus dapat memberikan motivasi dan meningkatkan budaya kerja secara 

efektif dan efisien bagi seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak 

Madya Balikpapan. 

 Balikpapan, 31 Januari 2025 
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak 

Madya Balikpapan 
  

 
 
 
 
 
Ditandatangani secara elektronik 

 Joko Galungan 
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IKHTISAR EKSEKUTIF  

Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak telah menganut penerapan organisasi 

dan tata kerja kantor yang melaksanakan modernisasi atau reorganisasi 

berdasarkan fungsi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui 

penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan 

berkeadilan, serta untuk mewujudkan organisasi yang andal. Mengingat begitu 

pentingnya penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan bangsa dan negara 

maka dibutuhkan pemahaman dan dukungan yang besar oleh seluruh rakyat untuk 

mensukseskan target penerimaan yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal 

Pajak setiap tahunnya. 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pada tahun 2024, terdapat 10 Sasaran 

Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level Kemenkeu-Three yang 

merupakan komitmen kinerja antara Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya 

Balikpapan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur 

dan Utara. Dari 19 IKU tersebut, terdapat dua IKU yang mencerminkan 

Stakeholders Perspective, tiga IKU mencerminkan Customer Perspective, sepuluh 

IKU mencerminkan Internal Process Perspective, dan empat IKU berikutnya 

mencerminkan Learning and Growth Perspective. Secara umum, dengan berbagai 

upaya yang dilaksanakan selama tahun 2024, terdapat 17 IKU yang telah 

melampaui target dan 2 IKU yang belum memenuhi target. Nilai kinerja 

organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan adalah 107,37. Pada 

periode-periode berikutnya, capaian tersebut diharapkan dapat terus terjaga 

bahkan semakin baik dari waktu ke waktu dan turut mendukung transformasi 

ekonomi dalam kolaborasi Kemenkeu Satu. 
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BAB I : PENDAHULUAN  

A. LATAR BELAKANG  

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi, setiap unit kerja 

pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan good governance (tata kelola 

pemerintahan yang baik) yang salah satu komponennya adalah akuntabilitas. 

Guna mewujudkan akuntabilitas tersebut, Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun dan 

menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan 

penggunaan anggaran yang dialokasikan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan 

di atas, sebagai salah satu unit kerja pemerintah, Kantor Pelayanan Pajak 

Madya Balikpapan wajib menyusun laporan kinerja setiap tahunnya. 

Untuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak 

Madya Balikpapan Tahun 2024 berpedoman pada Nota Dinas Direktur 

Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja 

(LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Laporan 

Kinerja ini disajikan secara sistematis sehingga dapat memberi gambaran 

yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi pimpinan dan 

publik tentang kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan selama 

tahun 2024. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Kantor Pelayanan Pajak 

Madya Balikpapan untuk mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja di 

lingkungan Kementerian Keuangan secara berkelanjutan. 

Pada dasarnya, penyusunan Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan 

pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan selama tahun 2024. 

Capaian kinerja (performance results) 2024 tersebut diperbandingkan dengan 

Penetapan Kinerja (performance agreement) 2024 sebagai tolak ukur 
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keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana 

kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja 

(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. 

Penyusunan laporan ini selain untuk menginformasikan mengenai 

proses dan hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga menjelaskan tingkat 

keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, selanjutnya diharapkan 

Laporan Kinerja menjadi bahan perbaikan sistem dan penyelenggaraan 

manajemen kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan di masa 

mendatang, antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi 

manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga evaluasi 

kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan Kantor 

Pelayanan Pajak Madya Balikpapan. 

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LAK IN) 

Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan adalah: 

a. Mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Kantor Pelayanan Pajak 

Madya Balikpapan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Strategis Direktorat Jenderal Pajak; 

b. Sebagai upaya perbaikan sebagai acuan untuk perencanaan peningkatan 

kinerja di tahun mendatang; 

c. Sebagai bukti akuntabilitass kepada public atas penggunaan sumber daya 

dalam rentang kurun waktu satu tahun. 

Pada tahun 2024, terdapat beberapa permasalahan utama atau isu strategis 

yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan dalam mencapai 

target yang telah ditentukan. Permasalahan utama tersebut antara lain adalah 

sebagai berikut: 

1. Kondisi ekonomi Kalimantan Timur dan Utara yang tumbuh negatif akibat 

turunnya harga batubara. Selain itu, terdapat Wajib Pajak yang mengalami 

penurunan omset serta melakukan restitusi pajak. Sedangkan adanya kenaikan 

target pajak yang harus dicapai meningkat pesat. 
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2. Adanya penerimaan pajak dari PPM dan PKM serta restitusi yang tidak sesuai 

dengan yang direncanakan. Penerimaan bruto tahun lalu lebih besar dari tahun 

ini sehingga komponen pertumbuhan penerimaan pajak bruto tidak tercapai. 

3. Penurunan pendapatan dan transaksi yang dialami Wajib Pajak, Penurunan 

harga batu bara yang berpengaruh pada sektor lainnya, Restitusi pajak di awal 

tahun, dan kenaikan terget PPM. 

4. Kondisi keuangan Wajib Pajak menjadikan pembayaran pajak tidak dapat 

sepenuhnya dilakukan sehingga Wajib Pajak meminta pembayaran secara 

mengangsur. Terdapat Wajib Pajak yang sudah pailit dan kegiatan usaha tidak 

berjalan lagi. 

Langkah-langkah yang diambil oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya 

Balikpapan dalam menanggulangi kendala pada aspek isu strategis tersebut antara 

lain: 

1) Melakukan pemantauan atas Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas 

percepatan restitusi. 

2) Melakukan penelitian jika memang terdapat potensi harus segera memasukkan 

nama wajib pajak ke DPP Triwulan berikutnya. 

3) Melakukan inventarisasi WP yang belum melakukan pelaporan SPT Tahunan 

dan memberikan edukasi perpajakan pelaporan SPT Tahunan. 

4) Dilakukan penyesuaian antara piutang lancar, kurang lancar, diragukan, dan 

macet, sehingga nilai NRV adalah nilai yang sesuai dengan kondisi 

sebenarnya. Melakukan analisis terhadap Wajib Pajak yang mempunyai 

kemampuan bayar dan tidak, serta menginventarisir WP Pindah keluar dari 

Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan yang sudah tidak aktif (NE, DE) 

dan mengalami penurunan omset. 
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B. GAMBA RAN UMUM ORGANISASI  

Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan merupakan instansi 

pemerintah setingkat eselon III di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara. Sebagai instansi pemerintah 

yang melaksanakan tugas di bidang administrasi perpajakan dan dalam 

rangka memenuhi sasaran atau target yang telah ditetapkan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan telah 

melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan bentuk perwujudan 

dari kebijakan strategis Direktorat Jenderal Pajak yang tercantum dalam 

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak periode lima tahunan. 

Sedangkan untuk sasaran dan program utama tahunan dituangkan dalam 

rencana kinerja tahunan yang setiap akhir tahunnya dilakukan evaluasi dan 

analisis mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam rangka 

mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Keberhasilan maupun kegagalan ini 

tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak 

Madya Balikpapan untuk masa yang akan datang. 

Seiring dengan kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta sistem 

keterbukaan dewasa ini menuntut dilakukan adanya perubahan - perubahan, 

utamanya perubahan dalam pola pikir (mind set) dan organisasi untuk menuju 

good governance.  Begitu pula halnya dengan Direktorat Jenderal Pajak telah 

terjadi perubahan dalam struktur organisasinya. Pengembangan organisasi ini 

tentunya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian 

hukum kepada Wajib Pajak yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan 

negara dari sektor pajak. 
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1. Tugas dan Fungsi Organisasi 

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka Kantor Pelayanan 

Pajak Madya Balikpapan memiliki tugas pokok melaksanakan pelayanan, 

edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 

dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Pelayanan 

Pajak Madya Balikpapan menyelenggarakan fungsi: 

a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak; 
b. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak; 
c. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; 
d. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 
e. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak 

maupun masyarakat; 
f. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak; 
g. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk 

layanan perpajakan; 
h. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak; 
i. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal 

dan eksternal; 
j. pemutakhiran basis data perpajakan; 
k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko; 
l. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal; 
m. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak; 
n. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; 
o. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan 
p. pelaksanaan administrasi kantor. 
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2. Wilayah Kerja  

Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan memiliki wilayah kerja 

meliputi 2 provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. 

Terdapat Wajib Pajak pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 

diantaranya adalah Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 

Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten 

Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan 

Kota Samarinda. Sedangkan pada Provinsi Kalimantan Utara, Wajib Pajak 

berada pada 4 wilayah yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan. Selain itu terdapat 11 Wajib Pajak 

yang beralamat di luar wilayah kerja, namun masih terdaftar pada KPP Madya 

Balikpapan. 

No Wilayah 

Luas 

Wilayah 

(Km 2) 

Jumlah 

Penduduk 

Jumlah 

Wajib 

Pajak 

A Provinsi Kalimantan Timur  145.302,41 3.983.466 2.883 

1 Kabupaten Berau 34.127,47 288.943 181 

2 Kabupaten Kutai Barat 20.384,60 177.007 50 

3 Kabupaten Kutai Kartanegara 27.263,10 782.634 294 

4 Kabupaten Kutai Timur 35.747,50 427.492 170 

5 Kabupaten Mahakam Ulu 15.315,00 37.637 8 

6 Kabupaten Paser 7.730,88 298.997 90 

7 Kabupaten Penajam Paser Utara 3.333,06 193.554 40 

8 Kota Balikpapan 533,00 733.396 747 

9 Kota Bontang 149,80 187.446 98 

10 Kota Samarinda 718,00 856.360 1.205 
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B Provinsi Kalimantan Utar a 57.173,10 514.757 13 

1 Kabupaten Bulungan 13.181,92 157.593 4 

2 Kabupaten Malinau 38.911,80 85.073 2 

3 Kabupaten Tana Tidung 4.828,58 29.291 1 

4 Kota Tarakan 250,80 242.800 6 

C Provinsi DKI Jakarta  331,67 6.072.575 8 

1 Kota Adm. Jakarta Barat 129,54 2.611.515 2 

2 Kota Adm. Jakarta Pusat 48,13 1.102.052 4 

3 Kota Adm. Jakarta Selatan 154,00 2.359.008 2 

D Provinsi Jawa Timur 1.839,94 1.258.368 1 

1 Kabupaten Tuban 1.839,94 1.258.368 1 

E Provinsi Sulawesi Tengah 5.591,08 656.771 2 

1 Kabupaten Sigi 5.196,02 266.812 1 

2 Kota Palu 395,06 389.959 1 

3. Strukt ur Organisasi 

Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan merupakan instansi vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan 

Timur dan Utara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kantor Pelayanan 

Pajak Madya Balikpapan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan terdiri 

atas: 

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; 

Terdapat 1 Kepala Subbagian, 7 Pelaksana, 1 Bendahara, serta 1 Sekretaris. 

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data; 

Terdapat 1 Kepala Seksi, 2 Administrator Sistem, dan 2 Pelaksana. 
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c. Seksi Pelayanan; 

Terdapat 1 Kepala Seksi dan 11 Pelaksana. 

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; 

Terdapat 1 Kepala Seksi, 4 Pelaksana, dan 2 Juru Sita. 

e. Seksi Pengawasan I; 

Terdapat 1 Kepala Seksi, 1 Pelaksana, dan 5 Account Representative. 

f. Seksi Pengawasan II; 

Terdapat 1 Kepala Seksi dan 7 Account Representative. 

g. Seksi Pengawasan III; 

Terdapat 1 Kepala Seksi, 1 Pelaksana, dan 6 Account Representative. 

h. Seksi Pengawasan IV;  

Terdapat 1 Kepala Seksi dan 7 Account Representative. 

i. Seksi Pengawasan V; 

Terdapat 1 Kepala Seksi, 1 Pelaksana, dan 6 Account Representative. 

j. Seksi Pengawasan VI; 

Terdapat 1 Kepala Seksi dan 6 Account Representative. 

k. Kelompok Jabatan Fungsional  

Terdapat 5 Fungsional Penyuluh Pajak dan 27 Fungsional Pemeriksa Pajak 

dengan 6 Kelompok dan 9 Tim Fungsional Pemeriksa Pajak. 

4. Sumber Daya Manusia 

Per tanggal 31 Desember 2024, Kantor Pelayanan Pajak Madya 

Balikpapan memiliki total 113 pegawai dengan rincian satu Kepala 

Kantor/Pejabat Administrator, 10 Kepala Seksi/Subbagian/ Pejabat Pengawas, 

27 Fungsional Pemeriksa Pajak, lima Fungsional Penyuluh Pajak, dan 70 

Pelaksana. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, Pendidikan, dan golongan, 

digambarkan pada grafik berikut: 
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5. Sarana dan Prasarana 

Dalam menunjang tugas dan fungsinya, Kantor Pelayanan Pajak Madya 

Balikpapan memiliki beberapa sarana dan prasarana tersedia dengan rincian: 

Sarana 
Prasarana 

Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan 

Gedung 1 Unit (Jl Ruhui Rahayu No 1 Ringroad, Gn 

Bahagia, Balikpapan Selatan, Balikpapan) 

KDO Roda 4 8 Unit (6 Operasional, 1 Jabatan, 1 Lapangan) 

KDO Roda 2 10 Unit (8 Operasional, 2 Jabatan) 

Komputer /P.C 

Unit  

111 Unit 

Laptop/Notebook 90 Unit 
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C. SISTEMATIKA LAPOR AN 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, maka Laporan Kinerja KPP Madya Balikpapan Tahun 2024 disusun 

dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Ikhtisar Eksekutif, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara 

ringkas tentang capaian kinerja KPP Madya Balikpapan Tahun 2024 serta 

harapan yang ingin dicapai pada tahun 2025. 

2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum terkait tugas, 

fungsi, struktur organisasi, dan aspek strategis di dalamnya berupa sumber 

daya manusia beserta sarana dan prasarana serta sistematika laporan. 

3. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini disajikan ringkasan perencanaan 

strategis sesuai dengan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dan 

Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024 beserta penetapan perjanjian kinerja 

Tahun 2024. 

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini disajikan analisis capaian kinerja 

sasaran strategis sesuai hasil pengukuran kinerja organisais, uraian realisasi 

anggaran, dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU. 

5. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan tinjuana secara umum tentang 

capaian kinerja organsiasi dan saran pemecahan masalah yang akan 

dilaksanakan pada tahun berikutnyaberupa perbaikan perencanaan, 

kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan rencana aksi.   



 11 

BAB II : PERENCANAAN KINERJA  

A. RENCANA STRATEGIS  

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan 

dari pembuatan keputusan yang beresiko untuk melakukan pengukuran 

kinerja dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, 

mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan 

tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan 

sistematis. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang 

merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan 

langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah. 

Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integritas antara 

keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainya agar mampu 

menjawab tuntutan lingkungan, nasional, global serta tetap berada dalam 

tatanan sistem manajemen nasional. 

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit 

organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi 

untuk mencapai visi dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu 

tertentu. Rencana Strategis Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan yang 

mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak disusun untuk 

jangka menengah (periode lima tahun) yaitu Tahun 2020-2024 dan menjadi 

acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. 

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-

2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian 

Keuangan dan Nasional, yaitu meliputi Kebijakan Strategis Kementerian 

Keuangan Tahun 2014-2024, Cetak Biru Transformasi Kelembagaan 

Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis Kementerian 

Keuangan Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 

Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
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Nomor KEP-389/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal 

Pajak Tahun 2020-2024. 

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan wujud atas pertanggungjawaban 

kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan dalam mencapai Sasaran 

Strategis organisasi pada Tahun 2024 yang tergambar pada Indikator Kinerja 

Utama (IKU) Kemenkeu-Three Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan 

Tahun 2024 sebagai realisasi Penetapan Kinerja yang mengacu pada Rencana 

Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. 

1. Pernyataan Visi 

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana 

instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten, eksis, atisipatif, 

inovatif, dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang 

keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh 

Instansi Pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut dan dalam upaya 

menyikapi isu-isu strategis serta tantangan perubahan dan perkembangan 

lingkungan eksternal yang terjadi, maka Kantor Pelayanan Pajak Madya 

Balikpapan memandang perlu untuk menetapkan visi agar mampu 

mengarahkan perjalanan organisasinya melalui penyelenggaraan tugas dan 

fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. 

Dengan mengacu pada visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu �³Menjadi mitra 

terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara 

melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, 

berintegritas dan berkeadilan�´�� �P�D�N�D Kantor Pelayanan Pajak Madya 

Balikpapan memiliki visi yaitu �³�0�H�Q�M�D�G�L��kantor pelayanan penghimpun pajak 

terbaik di Indonesia�´�� 

2. Pernyataan Misi 

Misi merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan 

keberadaan, tugas, fungsi, peran dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak 

sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan serta 

kebijaksanaan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai 
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strategi organisasi di dalam berbagai bidang dalam lingkungannya dimana 

Ditjen Pajak beraktifitas dan berinteraksi. 

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah: 
1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan 

ekonomi Indonesia; 
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan 

terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan 
hukum yang adil;dan 

3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya 
organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang 
berintegritas, profesional, dan bermotivasi. 
Sejalan dengan misi Direktorat Jenderal Pajak tersebut dan juga guna 

mewujudkan visi sebelumnya, Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan 

memiliki misi untuk �³Melayani sepenuh hati untuk mengubah potensi menjadi 

realisasi� .́ 

3. Tujuan  

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan 

merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 

tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan yang ingin 

dicapai Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan adalah ikut menghimpun 

penerimaan dalam negeri dari sektor pajak guna menunjang kemandirian 

pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan 

tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. 

4. Strategi dan Sasaran 

Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka 

diperlukan strategi sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak 

dengan mengoptimalisasi fungsi pelayanan, penyelesaian permohonan 

perpajakan, pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan kepada Wajib 

Pajak atau pihak eksternal. Sasaran Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan 

pada tahun 2024 adalah tercapainya target penerimaan negara dari sektor pajak 

yaitu sebesar Rp 10.982.795.932.000,00 dengan mengutamakan peningkatan 

kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak. 
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B. PERJANJIAN KINERJA  

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan 

beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai 

dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana 

strategis. Perjanjian Kinerja tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Madya 

Balikpapan didasarkan pada Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama 

(IKU) sebagai indikator kinerja, dan impelementasi Anggaran Berbasis 

Kinerja. Perwujudan amanah/tanggung jawab/kinerja dituangkan dalam 

Perjanjian Kinerja. Dengan kata lain, Perjanjian Kinerja merupakan suatu 

janji kinerja yang akan diwujudkan Kantor Pelayanan Pajak Madya 

Balikpapan selaku penerima amanah dari Direktorat Jenderal Pajak. Peta 

Strategi Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan yang merupakan turunan 

dari Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024 adalah sebagai 

berikut: 
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Dari peta strategis tersebut, perjanjian kinerja Kantor Pelayanan Pajak 

Madya Balikpapan memuat empat perspektif,  10 Sasaran Strategis dan 

diidentifikasikan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 19 IKU. 

Sasaran Strategis tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga 

diharapkan dapat menopang pencapaian target yang diamanahkan kepada 

Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan.  

 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan telah 

menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Kepala Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara selaku 

Pejabat Unit Eselon II setingkat diatas unit Kantor Pelayanan Pajak Madya 

Balikpapan dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan Tahun 2024 

No Sasaran 
Program/Kegiatan 

Indi kator Kinerja  Target 

1 Penerimaan Negara dari 
Sektor Pajak yang Optimal 

01a-CP Persentase Realisasi 
Penerimaan Pajak 

100% 

01b-CP Indeks Realisasi 
Pertumbuhan Penerimaan Pajak 
Bruto dan Deviasi Proyeksi 
Perencanaan Kas 

100 

2 Kepatuhan Tahun Berjalan 
yang Tinggi 

02a-CP Persentase Realisasi 
Penerimaan Pajak dari Kegiatan 
Pengawasan Pembayaran Masa 
(PPM) 

100% 

02b-CP Persentase Capaian Tingkat 
Kepatuhan Penyampaian SPT 
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan 
dan Orang Pribadi 

100% 

3 Kepatuhan Tahun 
Sebelumnya yang Tinggi 

03a-CP Persentase Realisasi 
Penerimaan Pajak dari Kegiatan 
Pengujian Kepatuhan Material 
(PKM) 

100% 

4 Edukasi dan Pelayanan 
yang Efektif 

04a-CP Persentase Perubahan 
Perilaku Lapor dan Bayar atas 
Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan 

74% 

04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan 
dan Efektivitas Penyuluhan 

100% 
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No Sasaran 

Program/Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

5 Pengawasan Pembayaran 
Masa Yang Efektif  

05a-CP Persentase Pengawasan 
Pembayaran Masa WP Strategis 

90% 

6 Pengujian Kepatuhan 
Material yang Efektif 

06a-CP Persentase Penyelesaian 
Permintaan Penjelasan atas Data 
dan/atau Keterangan WP Strategis 

100% 

06b-N Persentase Pemanfaatan 
Data Selain Tahun Berjalan 

100% 

06c-N Efektivitas Pengelolaan 
Komite Kepatuhan Wajib Pajak 
KPP tepat waktu 

100% 

7 
 

Penegakan Hukum yang 
Efektif 
 

07a-CP Tingkat Efektivitas 
Pemeriksaan dan Penilaian 

100% 

07b-CP Tingkat Efektivitas 
Penagihan 

75% 

07c-N Persentase Penyampaian 
Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan 

100% 

8 Data dan Informasi yang 
Berkualitas 

08a-CP Persentase Penyelesaian 
Laporan Pengamatan dan Produksi 
Alat Keterangan 

100% 

9 Pengelolaan Organisasi 
dan SDM yang adaptif 

09a-N Tingkat Kualitas 
Kompetensi dan Pelaksanaan 
Kegiatan Kebintalan SDM 

100 

09b-N Indeks Penilaian Integritas 
Unit 

85 

09c-N Indeks Efektivitas 
Implementasi Manajemen Kinerja 
dan Manajemen Risiko 

90 

10 Pengelolaan Keuangan 
yang Akuntabel 

10a-CP Indeks Kinerja Kualitas 
Pelaksanaan Anggaran 

100 
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BAB III : AKU NTABILITAS KINERJA  
 
 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISAS I  

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak 

Madya Balikpapan adalah bentuk perwujudan dari seluruh rangkaian kegiatan 

yang dipertanggungjawabkan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam 

upaya menjalankan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran capaian kinerja 

Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan Tahun 2024 dilakukan melalui 

cara menganalisis capaian kinerja dari tiap sasaran strategis dengan : 

1) Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini; 

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan: 

a) target pada Renja DJP Tahun 2024; 

b) capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun 

terakhir; 

c) target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra DJP; 

dan 

d) standar nasional berupa capaian kinerja unit dibandingkan dengan 

capaian kinerja DJP secara nasional (jika ada). 

3) Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka 

pencapaian target kinerja; 

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 

5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; 

7) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah 

disusun dalam pencapaian kinerja; 
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8) Analisis akses, control partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan 

memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion 

(GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus 

baik pengguna layanan maupun penerima manfaat; 

9) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan 

tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan 

stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll; 

10) Rencana aksi kedepan. 

 

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data Nilai Kinerja 

Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan Tahun 2024 

adalah sebesar 107,37. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak Madya Balikpapan dengan Kepala Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara pada Tahun 2024, 

terdapat 10 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama yang harus 

diwujudkan, yaitu: 
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1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal 

a. 01a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 

2024 

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 19,00% 50,00% 50,00% 75,00% 75,00% 100,00% 100,00% 

Realisasi 12,23% 28,23% 28,23% 65,49% 65,49% 100,10% 100,10% 

Capaian 64,37 56,46 56,46 87,32 87,32 100,10% 100,10% 

Sumber : Apportal - Data Penerimaan - MPN - Kinerja Penerimaan 

Tanggal : 12 Januari 2025 

�x Deskripsi Sasaran Strategis 

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P 

melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan 

Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan 

penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan 

�x Definisi IKU  

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan 

pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar 

Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar 

Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar 

Pengembalian Pendapatan (SPMPP). 

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi 

penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik 

dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang 

dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, 

dikurangi Pbk Kirim. 

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU 

APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang 

APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 
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Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan 

pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang 

ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur 

tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak. 

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak 

Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang 

ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur 

tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP. 

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah 

diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK 

pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru. 

�x Formula IKU  

Realisasi penerimaan pajak  
x 100% 

Target penerimaan pajak  

�x Realisasi IKU 

Jenis Pajak Target Netto Tahun Lalu Pertumbuhan Pencapaian 

PPh Non Migas 6.731.003.424.000,00 6.605.591.529.028,00 13.672.221.913.804,30 -51,70% 98,14% 

PPN dan 

PPnBM 

4.243.708.590.000,00 4.381.450.828.327,00 3.746.015.141.862,00 16,96% 103,25% 

Pendapatan atas 

PL dan PIB 

8.083.918.000,00 8.772.847.138,00 6.172.563.059,00 42,13% 108,52% 

PPh Migas 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

TOTAL  10.982.795.932.000,00 10.993.793.271.513,00 17.429.257.735.862,30 -36,92% 100,10% 

Sumber : MPN Info �± Kinerja Penerimaan Kantor 

Tanggal : 12 Januari 2025 

 Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 

yaitu sebesar Rp 10.993.793.271.513,00 dengan capaian 100,10% dari 

target sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP 

Kalimantan Timur dan Utara nomor KEP-242/WPJ.14/2024 tanggal 

31 Desember 2024 Hal Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala 

Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur Dan Utara Nomor KEP-

86/WPJ.14/2024 Tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak 
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Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai daan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah, Pajak Lainnya, Serta Pajak Bumi dan Bangunan Per 

Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara Tahun Anggaran 2024 

sebesar Rp 10.982.795.932.000,00. Pertumbuhan atas realisasi 

penerimaan pajak tahun 2024 turun dibandingkan dengan tahun lalu 

sebesar -36,92%. 

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi 

kinerja lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase Realisasi 

Penerimaan Pajak 
80,06% 98,00% 136,40% 102,50% 100,10% 

Sumber : Apportal - Data Penerimaan - MPN - Kinerja Penerimaan 

Tanggal : 12 Januari 2025 

 Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak pada 

tahun 2024 cenderung menurun dibandingkan dua tahun sebelumnya, 

namun lebih baik dari lima tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan 

penyumbang utama penerimaan pajak di KPP Madya Balikpapan 

yaitu sektor batu bara yang mengalami penurunan harga. Selain itu, 

juga terdapat Wajib Pajak yang mengalami penurunan omset disertai 

dengan banyaknya permohonan restitusi pajak menyebabkan 

penurunan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024. 

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam Rencana Kerja 
(Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN 
(jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 
Dokumen Perencanaan Kinerja  

Target Tahun 2024 
Renstra DJP 

Target Tahun 2024 pada 
Perjanjian Kinerja  

Realisasi 

Persentase Realisasi 
Penerimaan Pajak 

100,00% 100,00% 100,10% 

Sumber : Apportal - Data Penerimaan - MPN - Kinerja Penerimaan 
Tanggal : 12 Januari 202 
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Tercapainya target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 

pada tahun 2024 dikarenakan aktivitas ekonomi yang semakin 

menguat. Hal ini juga di dasari oleh perubahan target distribusi pajak 

di lingkup Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara pada akhir 

triwulan IV sehingga realisasi dapat melampaui target yang ada. 

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan 

standar nasional 

Nama IKU Target Tahun 2024 
Standar 

Nasional (APBN) 

Realisasi Tahun 

2024 

Persentase reealisasi 

penerimaan pajak 
100,00% 100,00% 100,10% 

Sumber : Apportal - Data Penerimaan - MPN - Kinerja Penerimaan 

Tanggal : 12 Januari 2025 

 Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu 

melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini diiringi dengan 

kinerja pajak yang mengalami pertumbuhan positif.  

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

�x Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan 

pencapaian kinerja 

Berbagai upaya yang telah dilakukan KPP Madya Balikpapan dalam 

menunjang capaian kinerja relaisasi penerimaan pajak, antara lain: 

1) Menindaklanjuti DPP Prioritas untuk dilakukan adjusment. 

2) Visit / kunjungan kerja untuk mengetahui proses bisnis WP dan 

fakta lapangan. 

3) Melakukan pengawasan dengan penelitian komperhensif 

ditindaklanjuti data pemicu. 

4) Pengawasan pembayaran masa. 

5) Penerbitan SP2DK dari hasil kegiatan penelitian dan analisa, LHA. 

6) Penebitan STP atas pembayaran terlambat. 

7) Penerbitan STP Denda Penagihan dari hasil keputusan keberatan, 

banding, dan peninjauan kembali. 
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8) Konseling wajib pajak atas SP2DK yang telah diterbitkan. 

9) Bedah Profil Wajib Pajak. 

�x Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah 

dilakukan 

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang 

menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun 

menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. 

Hal-hal tersebut antara lain: 

a) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak 

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh 

aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan 

neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang 

melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain: 

1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas; 

2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya 

Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, 

penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); 

3) Pengawasan Wajib Pajak oleh seluruh pegawai KPP Madya 

Balikpapan yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan 

ekonomi di berbagai sektor; 

4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan 

Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif; dan 

5) Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca 

pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN. 

b) Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak 

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, 

terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara 

lain: 
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1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang 

memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif; 

2) Melambatnya pertumbuhan harga komoditas terutama batu bara 

sebagai penunjang penerimaan KPP Madya Balikpapan; 

3) Penurunan omset beberapa Wajib Pajak 

4) Phasing out beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan 

5) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-

tahun sebelumnya. 

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya 

faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak 

adalah: 

a) Membuat daftar wajib pajak penerimaan terbesar untuk dilakukan 

pengawasan terhadap pembayaran pajaknya. 

b) Menghubungi Wajib Pajak baik melalui media elektronik untuk 

memenuhi kewajiban perpajaknnya. 

c) Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran pajak 

�x Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya 

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan 

melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa 

Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai 

berikut: 

a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan 

dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan 

membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, 

sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan 

efisien. 

b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai 

sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.  

c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan 

anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja 

yang akan dicapai. 
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�x Analisis program/kegiatan yang menunjang 

keberhasilan/kegagalam pencapaian pernyataan kinerja 

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari 

program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. 

Program yang telah dilakukan antara lain: 

a) Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang 

dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan 

(NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

b) Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi 

pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan 

sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah. 

c) Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi 

perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan. 

d) Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan 

Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan 

informasi yang terkait dengan perpajakan. 

�x Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang 

telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja 

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan 

melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi 

penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi 

adalah: 

a) Melakukan visit ke Wajib Pajak yang diindikasikan menyetor pajak 

tidak sesuai aturan; 

b) Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan dan menerbitkan 

SP2DK atas data tersebut; 

c) Menerbitkan STP sesuai dengan dafnom atau diluar dafnom segera 

setelah jatuh tempo pembayaran dan/atau pelaporan terlewat; 

d) Menjaga penurunan setoran PPN dan PPh Potput dengan 

menerbitkan surat himbauan untuk wajib pajak yang mengalami 

penurunan pembayaran pajak serta menbuat SP2DK dinamisasi 
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PPh pasal 25 baik sesuai dafnom maupun diluar dafnom 

dinamisasi; 

e) Menyelenggarakan in house training bagi Kasi Pengawasan dan 

AR terkait Penggalian Potensi Pajak tahun berjalan; 

f) Mengadakan kegiatan forum informal berupa rapat pembinaan 

secara rutin di tiap seksi pengawasan; 

g) Menyelenggarakan in house training bagi AR dan FPP terkait 

transfer pricing, tax planning, dan/atau tema tax avoidance lainnya 

h) Membuat usulan pemeriksaan khusus sesuai ketentuan SE-15 

�x Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang 

telah diambil untuk mengatasi kendala 

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, 

beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain: 

a) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian 

yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, 

menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin 

dan menindaklanjuti laporan tersebut. 

b) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi 

kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan 

melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan 

nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, 

joint business process) 

�x Analisis akses, kontrolm partisipasi, dan manfaat pencapaian 

IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and 

Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun 

berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima 

manfaat 
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Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and 

Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara 

lain: 

a) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan 

untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi 

ketidaksetaraan gender. 

b) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah 

disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum 

serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan 

penyandang disabilitas. 

c) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja 

sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja 

program jaring pengaman sosial. 

�x Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam 

perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan 

iklim , pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan 

kemiskinan ekstrem 

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat 

memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk: 

a) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai 

infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap 

golongan yang rentan terhadap perubahan iklim. 

b) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan 

nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. 

c) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang 

mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi 

ketidaksetaraan gender. 

d) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di 

wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian 

subsidi serta program bantuan langsung tunai. 
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6) Rencana aksi selanjutnya 

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target atas IKU 

pada tahun 2025: 

a) Menindaklanjuti SP2DK Outstanding; 

b) Menghubungi Wajib Pajak atas kewajiban pajaknya yang belum 

terbayarkan sesuai dengan LHP2DK yang belum mencapai potensi 

akhir; 

c) Menerbitkan hiimbauan atas Data pemicu selain tahun berjalan; 

d) Menerbitkan STP. 

b. 01b-CP Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Brut o dan 

Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas 

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 

2024 

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Realisasi 93,44 77,52 77,52 80,00 80,00 82,00 82,00 

Capaian 93,44 77,52 77,52 80,00 80,00 82,00 82,00 

Sumber : Mandor - Dashboard Capaian Kinerja - IKU Pertumbuhan Bruto 

Tanggal : 12 Januari 2025 

�x Deskripsi Sasaran Strategis 

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P 

melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan 

Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan 

penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan 

�x Definisi IKU  

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi 

perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu: 

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; 

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur 

melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan 
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bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit 

dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-

masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 

120%. 

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan 

antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto 

unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan 

realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 

100 persen. 

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan 

antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto 

unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. 

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun 

berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun 

berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit 

kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. 

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun 

berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun 

berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional 

tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. 

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi 

penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik 

dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang 

dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) 

Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru. 

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan 

Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan 

capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit 

kerja dilakukan penyesuaian dalam hal: (1) pemekaran suatu unit 

kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit 

kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja 
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Kanwil DJP/KPP baru; dan (2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja 

Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak 

dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa 

Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal 

Pajak). 

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan 

Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran 

(periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit 

kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil 

DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP 

baru, adalah sebagai berikut: a. Realisasi pertumbuhan penerimaan 

pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara 

penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan 

realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, 

dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib 

Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai 

dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO); b. Realisasi 

pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan 

perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja 

baru baru pada suatu periode dengan  realisasi penerimaan pajak 

periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang 

terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO 

sampai dengan akhir periode. 

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan 

Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran 

(periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil 

DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota 

Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah 

sebagai berikut: a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto 

unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak 

bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi 
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penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari 

Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak 

yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai 

dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait; b. Realisasi 

pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan 

perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja 

tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak 

periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang 

telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib 

Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar 

(SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak 

terkait sampai dengan akhir periode. 

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas. 

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih 

antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan 

meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, 

dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan 

pembiayaan. 

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling 

kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM 

yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite 

ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM 

menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi 

penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan 

IKU. 

Penerimaan Kas 

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash 

inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, 

pembiayaan 
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2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash 

inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, 

pembiayaan.  

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard 

deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas 

�G�D�O�D�P���V�X�D�W�X���Z�D�N�W�X���W�H�U�W�H�Q�W�X���”��8%.  

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah 

deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan 

KPP masing-masing. 

�x Formula IKU  

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi 

proyeksi perencanaan penerimaan kas =  

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan 

pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi 

perencanaan penerimaan kas) 

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto: 

 

Komponen pertumbuhan nasional = 

 

Komponen pertumbuhan unit kerja = 

(  

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto: 

 

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas: 

Deviasi bulan =  

| Proyeksi penerimaan kas - Realisasi 

penerimaan kas |  X100% 

Proyeksi penerimaan kas  

Deviasi 

triwulan =  

Deviasi bulan (m1) + Deviasi bulan (m2) + 

Deviasi bulan (m3)  
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3   

Deviasi s.d. 

triwulan n (tn) 

= 

�S Deviasi triwulan n (tn)    

n    

 

  

 

 

�x Realisasi IKU 

IKU Pertumbuhan Bruto  

Unit Kerja  Bruto 2024 Bruto 2023 Pertumbuhan 

2024 

Pertumbuhan 

Unit Kerja  

Pertumbuhan 

Nasional 

Realisasi 

IK U 

KPP Madya 

Balikpapan 

13.463.156.727.000 20.431.913.717.743 -34.11% 65.89% 62.74% 64.00% 

Sumber : Mandor - Dashboard Capaian Kinerja - IKU Pertumbuhan Bruto 

Tanggal : 12 Januari 2025 

IKU Deviasi Perencanaan Kas 

Unit Kerja  Prognosa Realisasi Rata-rata Deviasi Deviasi s.d. Tw 4 Realisasi IKU 

KPP Madya 

Balikpapan 

10.631.274.006.000 10.993.793.271.513 5.75% 5.75% 100.00% 

Sumber : Mandor - Dashboard Capaian Kinerja - IKU Deviasi Perencanaan Kas 

Tanggal : 12 Januari 2025 
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IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan 

deviasi proyeksi perencanaan kas 

Unit Kerja  Bruto Deviasi s.d. Tw 4 Realisasi 

KPP Madya 

Balikpapan 

64.00% 100.00% 82.00 % 

 

 Realisasi atas IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak 

bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas belum mencapai target 

yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan bruto 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk 

realisasi atas deviasi proyeksi kas sudah memenuhi target yang ada. 

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi 

kinerja lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Indeks realisasi 

pertumbuhan 

penerimaan pajak bruto 

dan deviasi proyeksi 

perencanaan kas 

- - - 118,72% 82,00% 

Sumber : Mandor - Dashboard Capaian Kinerja - IKU Pertumbuhan Bruto 

Tanggal : 12 Januari 2025 

 Realisasi atas IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak 

bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 menurun 

dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini dikarenakan penurunan 

penerimaan pajak yang berpengaruh pada komponen IKU 

Pertumbuhan Bruto. Untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 

tidak memiliki IKU yang sesuai karena perhitungan hanya dengan 

pertumbuhan bruto tanpa deviasi proyeksi kas. 
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3) Penjelasan dan analisis pendukung terhadap IKU  

Pada IKU ini realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto 

dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas sawit dan batubara. 

Sedangkan realisasi deviasi proyeksi perencanaan kas dipengaruhi 

oleh inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Masalah yang dapat 

mempengaruhi capaian IKU ini karena adanya penerimaan pajak dari 

PPM dan PKM serta restitusi yang tidak sesuai dengan yang 

direncanakan. Penerimaan bruto tahun lalu lebih besar dari tahun ini 

sehingga komponen pertumbuhan penerimaan pajak bruto tidak 

tercapai. Beberapa upaya extra effort yang telah dilakukan antara lain: 

a) Memantau realisasi pertumbuhan penerimaan bruto melalui 

Appportal. 

b) Memantau realisasi penerimaan pajak PPM setiap bulan. 

c) Memantau realisasi penerimaan pajak PKM setiap bulan. 

d) Memantau realisasi restitusi setiap bulan. 

4) Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target atas IKU 

pada tahun 2025: 

a) Melakukan pemantauan realisasi pertumbuhan penerimaan bruto 

melalui Appportal; 

b) Melakukan pemantauan realisasi penerimaan pajak PPM setiap 

bulan; 

c) Melakukan pemantauan realisasi penerimaan pajak PKM setiap 

bulan; 

d) Melakukan pemantauan realisasi restitusi setiap bulan. 
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2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi 

a. 02a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan 

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 

2024 

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 19,00% 50,00% 50,00% 75,00% 75,00% 100,00% 100,00% 

Realisasi 11,91% 27,68% 27,68% 72,67% 72,67% 99,60% 99,60% 

Capaian 62,68 55,36 55,36 96,89 96,89 99,60% 99,60% 

Sumber : Mandor - Dashboard Capaian Kinerja - IKU Penerimaan 

Tanggal : 12 Januari 2025 

�x Deskripsi Sasaran Strategis 

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak 

pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang 

mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal. 

�x Definisi IKU  

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan 

Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya 

ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal 

Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan 

Penerimaan Pajak Nasional. 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target 

penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala 

Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis 

terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak 

tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan 

Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan 

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian 

Kepatuhan Material (PKM). 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target 

penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala 
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Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan 

Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal 

Pajak. 

�x Formula IKU  

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM 
x 100% 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM 

�x Realisasi IKU 

Unit Kerja  Target Realisasi Realisasi IKU Trajector y Capaian IKU 

KPP Madya 

Balikpapan 

9.986.135.124.000,00 9.945.753.994.455,00 99.60% 100.00% 99.60% 

Sumber : Mandor - Dashboard Capaian Kinerja - IKU Penerimaan 

Tanggal : 12 Januari 2025 

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM sampai dengan 

akhir Desember 2024 yaitu sebesar Rp 9.945.753.994.455,00 dengan 

capaian 99,60% dari target sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor 

Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara nomor KEP-

242/WPJ.14/2024 tanggal 31 Desember 2024 Hal Perubahan Keempat 

Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur Dan 

Utara Nomor KEP-86/WPJ.14/2024 Tentang Distribusi Rencana 

Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai daan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, Serta Pajak Bumi dan 

Bangunan Per Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara 

Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 9.986.135.124.000,00. 
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2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi 

kinerja lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase realisasi 

penerimaan pajak 

dari kegiatan 

Pengawasan 

Pembayaran Masa 

(PPM) 

- 94,90% 120,00% 99,58% 99,60% 

Sumber : Mandor - Dashboard Capaian Kinerja - IKU Penerimaan 

Tanggal : 12 Januari 2025 

 Realisasi atas IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari 

kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) meningkat dibanding 

tahun sebelumnya namun masih belum mencapai target yang 

ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pendapatan dan 

transaksi yang dialami Wajib Pajak, Penurunan harga batu bara yang 

berpengaruh pada sektor lainnya, Restitusi pajak di awal tahun, dan 

kenaikan terget PPM. 

3) Penjelasan dan analisis pendukung terhadap IKU  

Pada IKU ini terdapat perubahan target sesuai dengan KEP-

242/WPJ.14/2024. Beberapa upaya extra effort yang telah dilakukan 

antara lain: 

a) Membuat daftar Wajib Pajak dengan penerimaan terbesar; 

b) Melakukan pengawasan masa atas pembayaran Wajib Pajak; 

c) Menghubungi Wajib Pajak baik secara Audio Visual maupun 

melakukan kunjungan kepada Wajib Pajak; 

d) Menerbitkan STP; 
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Analisis atas mitigasi risiko untuk kejadian risiko Penerimaan pajak 

yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 

tidak mencapai target: 

i. Melakukan visit ke Wajib Pajak yang diindikasikan menyetor pajak 

tidak sesuai aturan dengan target 120 kegiatan untuk 6 Seksi 

Pengawasan, pada akhir 2024 total kunjungan kerja yang telah 

dilaksanakan sebanyak 165 kegiatan. 

ii.  Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan dan menerbitkan 

SP2DK atas data tersebut sebanyak 888 surat dari target 130 surat. 

iii.  Menerbitkan STP sesuai dengan dafnom atau diluar dafnom segera 

setelah jatuh tempo pembayaran dan/atau pelaporan terlewat 

sebanyak 5.919 Surat Tagihan Pajak dari target 3.000 surat. 

iv. Menjaga penurunan setoran PPN dan PPh Potput dengan 

menerbitkan surat himbauan untuk wajib pajak yang mengalami 

penurunan pembayaran pajak serta menbuat SP2DK dinamisasi 

PPh pasal 25 baik sesuai dafnom mupun diluar dafnom dinamisasi 

sebanyak 325 SP2DK Masa dari target 60 surat. 

v. Menyelenggarakan in house training bagi Kasi Pengawasan dan 

AR terkait Penggalian Potensi Pajak tahun berjalan dengan target 

awal 6 kegiatan, realisasinya mencapai 8 kegiatan. 

vi. Mengadakan kegiatan forum informal berupa rapat pembinaan 

secara rutin di tiap seksi pengawasan dengan total 72 kegiatan dari 

target awal 72 kegiatan. 

vii.  Menyelenggarakan in house training bagi AR dan FPP terkait 

transfer pricing, tax planning, dan/atau tema tax avoidance lainnya 

sebanyak 4 kegiatan dari total 4 kegiatan. 

viii.  Meminta kelengkapan informasi data ke Unit asal data dengan nota 

dinas permintaan data sebanyak 12 surat dari target 12 surat. 

4) Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target atas IKU 

pada tahun 2025: 
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a) Pengawasan Pembayaran masa terhadap Wajib Pajak; 

b) Penerbitan STP; 

c) Tindak lanjut atas data pemicu di tahun berjalan; 

d) Menerbitkan surat himbauan sebagai tindak lanjut pengawasan. 

b. 02b-CP Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT 

Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi 

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 

2024 

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 60,00% 80,00% 80,00% 90,00% 90,00% 100,00% 100,00% 

Realisasi 23,91% 112,02% 112,02% 116,86% 116,86% 118,88% 118,88% 

Capaian 39,85 120,00 120,00 120,00 120,00 118,88% 118,88% 

Sumber : Mandor - Dashboard Capaian Kinerja - Iku Kepatuhan 

Tanggal : 12 Januari 2025 

�x Deskripsi Sasaran Strategis 

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak 

pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang 

mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal. 

�x Definisi IKU  

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 

PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara 

jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan 

Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang 

menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas 

waktu; 

2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun 

pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi: a. SPT 1771 dan SPT 

1771$ yang dilaporkan oleh Badan; b. SPT 1770, 1770S dan 

1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi; 
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3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang 

Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang 

disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima 

selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 

2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak 

termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh). 

4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang 

pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang 

mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak 

termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus 

Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan 

Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP 

Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak 

mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan 

detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur 

Ekstensifikasi dan Penilaian. 

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur 

dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang 

memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur 

dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP. 

6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 

2024 adalah sebagai berikut: a. atas SPT Tahunan PPh yang 

dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan 

dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib 

SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 

1,2; b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu 

dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang 

termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan 

pembobotan 1. 
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7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada 

Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur 

Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT 

pada unit tersebut; 

8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang 

menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit 

KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik 

Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi 

dan Penilaian. 

�x Formula IKU  

 

�x Realisasi IKU 

Unit Kerja  Target 

SPT 

WP WL 

Tepat Waktu 

WP WL 

Terlambat 

Bukan WP WL 

Tepat Waktu 

Bukan WP WL 

Terlambat 

Realisasi IKU 

KPP Madya 

Balikpapan 

1.611 1.381 214 37 7 118,88% 

Sumber : Mandor - Dashboard Capaian Kinerja - Iku Kepatuhan 

Tanggal : 12 Januari 2025 

Pada tahun 2024, KPP Madya Balikpapan diamanatkan target 

angka mutlak untuk IKU SPT yaitu 1.611 Wajib Pajak Wajib Lapor. 

Sampai akhir tahun 2024, terdapat 1.595 Wajib Pajak yang Wajib 

Lapor, diantaranya 1.381 Wajib Pajak melaporkan SPT Tepat Waktu 

dan 214 terlambat melaporkan SPTnya. Terdapat 16 Wajib Pajak yang 

Wajib Lapor namun belum melaporkan SPTnya. Selain itu, ada 44 

Wajib Pajak selain yang Wajib Lapor telah melaporkan SPTnya dan 

masuk ke dalam perhitungan realisasi IKU SPT dengan keterangan 37 

Wajib Pajak menyampaikan tepat waktu sesuai ketentuan UU KUP 

dan 7 sisanya terlambat melaporkan SPTnya. 
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2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi 

kinerja lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase Capaian 

Tingkat Kepatuhan 

Penyampaian SPT 

Tahunan PPh Wajib 

Pajak Badan dan 

Orang Pribadi 

99,19% 99,66 100,00 99,58% 118,88% 

Sumber : Mandor - Dashboard Capaian Kinerja - IKU Penerimaan 

Tanggal : 12 Januari 2025 

 Realisasi atas IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan 

Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang 

Pribadi pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun lalu dan telah 

melampaui target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya 

perubahan formula dalam menghitung realisasi penyampaian SPT 

untuk Wajib Pajak Wajib Lapor diberikan poin 1,2 sedangkan yang 

terlambat dan bukan wajib lapor diberikan poin 1. 

3) Penjelasan dan analisis pendukung terhadap IKU  

Target angka mutlak atas IKU ini disampaikan dengan Nota Dinas 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur 

dan Utara nomor ND-395/WPJ.14/2024 tanggal 05 Maret 2024 hal 

Penetapan Target Angka Mutlak IKU Persentase Capaian Tingkat 

Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan 

Orang Pribadi Per KPP di Lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Timur 

dan Utara Tahun 2024. Terdapat 16 Wajib Pajak Wajib Lapor yang 

belum menyampaikan SPTnya hingga akhir tahun 2024. Akar masalah 

dalam mencapai target IKU ini yaitu WP akan melakukan pelaporan 

SPT Tahunan setelah selesai proses audit laporan keuangan serta 

terdapat WP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha dan telah 
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mengajukan permohonan untuk di Non Efektifkan. Beberapa upaya 

extra effort yang telah dilakukan antara lain: Melakukan monitoring 

penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan OP serta melakukan 

kegiatan penyuluhan perpajakan mengenai SPT Tahunan PPh. 

Analisis atas mitigasi risiko dengan kejadian risiko Target tingkat 

kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan 

Orang Pribadi tidak tercapai yaitu: 

i. Mengoptimalkan Kegiatan Edukasi Perpajakan melalui 

Penyuluhan Langsung Secara Aktif (One to Many) dengan 

materi SPT Tahunan melalui efiling/eform sebelum JT 

pelaporan SPT Tahunan dengan target 2 kegiatan selama tahun 

2024 dan telah dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan. 

ii.  Melakukan Edukasi Perpajakan melalui Penyuluhan Langsung 

Secara Aktif Tema 3 "Perubahan Perilaku" (One on One) 

dengan materi SPT Tahunan melalui efiling/eform yang 

dilakukan dengan cara visit ke alamat WP yang belum 

menyampaikan SPT Tahunan setelah batas akhir pelaporan 

SPT Tahunan berakhir dengan target 6 kegiatan selama tahun 

2024 dan telah dilaksanakan sebanyak 11 kegiatan. 

iii.  Melakukan updating data dengan cara visit ke alamat WP dan 

menghimbau WP untuk menyampaikan permohonan Non 

Efektif apabila sudah tidak aktif menjalankan usaha dengan 

realisasi sebanyak 11 kegiatan dari target awal 10 kegiatan. 

iv. Menerbitkan surat teguran kepada Wajib Pajak yang belum 

menyampaikan SPT Tahunan setelah lewat JT pelaporan 

dengan target 70 surat dan realisasi 88 surat. 

4) Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target atas IKU 

pada tahun 2025: 
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a) Melakukan inventarisasi WP yang belum melakukan pelaporan 

SPT Tahunan Badan dan Orang Pribadi Strategis Tahun Pajak 2024 

serta mengingatkan melalui telepon maupun media elektronik. 

b) Melakukan edukasi dan himbauan SPT Tahunan secara one on one 

kepada Wajib Pajak. 

c) Melakukan Kunjungan/Visit terhadap Wajib Pajak yang belum 

menyampaikan SPT Tahunan. 

d) Melakukan edukasi dan himbauan SPT Tahunan secara one to 

many kepada Wajib Pajak. 

e) Membentuk tim kepatuhan penyampaian SPT Tahunan. 

3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi 

a. 03a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan 
Pengujian Kepatuhan Material (PKM)  

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 

2024 

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 25,00% 50,00% 50,00% 75,00% 75,00% 100,00% 100,00% 

Realisasi 16,16% 35,08% 35,08% 31,84% 31,84% 105,16% 105,16% 

Capaian 64,64 70,16 70,16 42,25 42,25 105,16% 105,16% 

Sumber : Mandor - Dashboard Capaian Kinerja - IKU Penerimaan 

Tanggal : 12 Januari 2025 

�x Deskripsi Sasaran Strategis 

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak 

sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan 

dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan. 

�x Definisi IKU  

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan 

Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh 

Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang 

mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan 

Pajak Nasional. 
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Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target 

penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh 

Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat 

teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal 

Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi 

Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa 

(PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan 

Pengujian Kepatuhan Material (PKM). 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target 

penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh 

Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan 

Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal 

Pajak. 

�x Formula IKU  

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM 
x 100% 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM 

�x Realisasi IKU 

Unit Kerja  Target Realisasi Realisasi IKU Trajector y Capaian IKU 

KPP Madya 

Balikpapan 

996.660.808.000,00 1.048.039.277.058,00 105.16% 100.00% 105.16% 

Sumber : Mandor - Dashboard Capaian Kinerja - IKU Penerimaan 

Tanggal : 12 Januari 2025 

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM sampai dengan 

akhir Desember 2024 yaitu sebesar Rp 1.048.039.277.058,00 dengan 

capaian 105,16% dari target sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor 

Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara nomor KEP-

242/WPJ.14/2024 tanggal 31 Desember 2024 Hal Perubahan Keempat 

Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur Dan 

Utara Nomor KEP-86/WPJ.14/2024 Tentang Distribusi Rencana 

Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai daan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, Serta Pajak Bumi dan 
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Bangunan Per Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur Dan Utara 

Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 996.660.808.000,00. 

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi 

kinerja lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase realisasi 

penerimaan pajak 

dari kegiatan 

Pengawasan 

Pembayaran Masa 

(PPM) 

- 127,70% 121,01% 78,02% 105,16% 

Sumber : Mandor - Dashboard Capaian Kinerja - IKU Penerimaan 

Tanggal : 12 Januari 2025 

 Realisasi atas IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari 

kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PKM) meningkat dibanding 

tahun sebelumnyadan sudah mencapai target yang ditentukan. 

Perubahan distribusi target penerimaan pajak dari kegiatan PKM juga 

menjadi dasar perubahan realisasi capaian IKU ini . Isu utama yang 

mempengaruhi capaian IKU ini yaitu Wajib Pajak telah dilakukan 

himbauan dan melakukan pembayaran atas kewajiban perpajakan 

tahun-tahun sebelum tahun berjalan dan masa-masa pajak dalam tahun 

berjalan yang terlambat di setorkan. Selain itu, kondisi keuangan 

Wajib Pajak yang menjadikan pembayaran pajak menjadi tidak dapat 

sepenuhnya dipenuhi Wajib Pajak dan terdapat WP Pailit dan kegitan 

usaha tidak berjalan. 



 48 

3) Penjelasan dan analisis pendukung terhadap IKU  

Pada IKU ini terdapat perubahan target sesuai dengan KEP-

242/WPJ.14/2024. Beberapa upaya extra effort yang telah dilakukan 

antara lain: 

a) Menghubungi Wajib Pajak atas kewajiban pajak tahun-tahun 

sebelumnya yang belum lunas pembayarannya; 

b) Melakukan kegiatan bedah Wajib Pajak melalui markas kepatuhan; 

c) Menerbitkan SP2DK sesuai dengan DPP yang telah ditetapkan; 

d) Menerbitkan SP2DK dan Surat Himbauan terhadap Wajib Pajak 

yang telah dibedah melalui markas kepatuhan; 

e) Menerbitkan STP kepada Wajib Pajak; 

Analisis atas mitigasi risiko untuk kejadian risiko Penerimaan pajak 

yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 

tidak mencapai target: 

i. Melakukan analisa all taxes dan penelitian secara menyeluruh serta 

menerbitkan SP2DK selain tahun berjalan sesuai DPP dan LHA 

dengan realisasi 1.733 SP2DK melampaui target yang ditetapkan 

yaitu 600 SP2DK. 

ii.  Membuat usulan pemeriksaan khusus sesuai dengan ketentuan SE-

15 sebanyak 27 usulan dengan target 12 usulan. 

4) Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target atas IKU 

pada tahun 2025: 

a) Menindaklanjuti SP2DK Outstanding;Pengawasan Pembayaran 

masa terhadap Wajib Pajak; 

b) Menghubungi Wajib Pajak atas kewajiban pajaknya yang belum 

terbayarkan sesuai dengan LHP2DK yang belum mencapai potensi 

akhir; 

c) Menerbitkan hiimbauan atas Data pemicu  selain tahun berjalan; 
d) Menerbitkan STP 
e) Membuat himbauan sebagai tindak lanjut pengawasan. 
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4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif 

a. 04a-CP Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas 

Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan 

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 

2024 

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 10,00% 40,00% 40,00% 60,00% 60,00% 74,00% 74,00% 

Realisasi 74,50% 84,03% 84,03% 88,80% 88,80% 88,80% 88,80% 

Capaian 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

Sumber : Mandor - Dashboard Capaian Kinerja - Iku Penyuluhan 

Tanggal : 12 Januari 2025 

�x Deskripsi Sasaran Strategis 

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta 

pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat 

menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah 

perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat 

waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. 

�x Definisi IKU  

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian 

informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga 

pemerintah maupun non pemerintah. 

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan 

serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, 

moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran 

perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli 

dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu: 

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak 
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak 
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan 

Perilaku 
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Sub IKU Kegiatan 

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini 

adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan 

langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang 

diinisiasi oleh unit kerja. 

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam 

aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi 

dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, 

tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam 

capaian IKU. 

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah 

realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan 

penyuluhan.  

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi 

adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah 

ditetapkan. 

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal 

periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil 

DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota 

Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. 

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan 

persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah 

rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja 

untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan. 

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT 

Kolaboratif dan DSPT mandiri.  

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan 

dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat 

dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat 

mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II. 
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Sub IKU Perubahan Perilaku 

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III 

adalah sebagai berikut. 

1. Perubahan Perilaku Pelaporan 

a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau 

b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo 

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan 

materi edukasi yang disampaikan. 

2. Perubahan Perilaku Pembayaran 

a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali 

dan tidak jatuh tempo; 

b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh 

tempo; 

c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan; 

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur 

Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk 

Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024 

�x Formula IKU  

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan 

Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)} 

�x Realisasi IKU 

Sumber : Mandor - Dashboard Capaian Kinerja - Iku Penyuluhan 

Tanggal : 12 Januari 2025 

Realisasi atas IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar 

atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan adalah 88,80% dengan capaian 
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maksimal 120,00%. Realisasi atas komponen kegiatan dan perubahan 

perilaku bayar sudah mencapai target. Namun, perubahan perilaku 

lapor masih belum mencapai target. 

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi 

kinerja lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 

Perubahan Perilaku 

Lapor dan Bayar 

atas Kegiatan 

Edukasi dan 

Penyuluhan 

- - - 84,00% 88,80% 

Sumber : Mandor - Dashboard Capaian Kinerja - IKU Penerimaan 

Tanggal : 12 Januari 2025 

 Isu utama dalam IKU ini adalah melakukan edukasi/penyuluhan 

langsung One on One untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan 

melalui perubahan perilaku lapor dan bayar (Tema III). Permasalahan 

yang dihadapi dalam mencapai realisasi IKU ini yaitu ada beberapa 

wp yang tidak melakukan perubahan perilaku lapor/bayar yang 

disebabkan beberapa hal seperti wajib pajak masih mengatur 

pengeluaran internal wajib pajak dan data yang disampaikan ke wajib 

pajak masih perlu di inventarisir oleh wajib pajak. 

3) Penjelasan dan analisis pendukung terhadap IKU  

Beberapa upaya extra effort yang telah dilakukan untuk mencapai 

target IKU ini  yaitu melakukan edukasi/penyuluhan secara langsung 

One on One kepada WP guna meningkatkan kepatuhan perpajakan 

melalui perubahan perilaku lapor dan bayar dengan menindaklanjuti 

DSPT Rekomendasi serta DSPT secara mandiri. 
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4) Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target atas IKU 

pada tahun 2025: 

a) Menginventarisir WP yang akan dilakukan penyuluhan langsung 

One on One (Tema III) dan menindaklanjuti WP DSPT Kolaboratif 

Semester I 2025; 

b) Melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan berdasarkan data 

DSPT yang diturunkan dari kantor pusat. 

b. 04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan 

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 

2024 

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 5,00% 5,00% 10,00% 5,00% 15,00% 85,00% 100,00% 

Realisasi 6,19% 6,36% 12,72% 6,00% 18,00% 109,63% 109,63% 

Capaian 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 109,63% 109,63% 

Sumber : ND-1737/WPJ.14/2024 

Tanggal : 25 November 2024 

�x Deskripsi Sasaran Strategis 

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta 

pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat 

menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah 

perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat 

waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. 

�x Definisi IKU  

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan 

Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil 

survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei 

dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil 

dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. 
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Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei 

yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut. 

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders 

atas pelayanan yang diberikan oleh KPP. 

2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau 

edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP. 

3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan 

kehumasan oleh Kanwil DJP. 

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, 

dan Hubungan Masyarakat. 

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor 

Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan 

Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei 

Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk 

realisasi IKU Triwulan IV. 

Survei tersebut mengukur: 

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP; 

2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan 

3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei 

triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. 

Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan 

efektivitas penyuluhan. 

�x Formula IKU  

Indeks Hasil Survei 
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�x Realisasi IKU 

Unit Kerja  

Nilai Ind eks TW 4 Nilai Realisasi IKU 

Indeks Kepuasan 

Pelayanan 

Indeks Efektivitas 

Penyuluhan 

Indeks 

KPP 

Realisasi IKU 

KPP TW IV  

Realisasi Y 

2024 

KPP Madya 

Balikpapan 
90.68 86.12 88.40 91.63 109.63 

Sumber : ND-1737/WPJ.14/2024 

Tanggal : 25 November 2024 

Realisasi atas IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas 

Penyuluhan sebesar 109,63 pada akhir tahun 2024. 

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi 

kinerja lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Indeks Kepuasan 

Pelayanan dan 

Efektivitas 

Penyuluhan 

- - - - 109,63 

Sumber : ND-1737/WPJ.14/2024 

Tanggal : 25 November 2024 

 Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan akan diketahui 

melalui survei kepada WP yang dilakukan oleh kantor pusat. Masalah 

utama yang dihadapi untuk mencapai target pada IKU ini adalah 

Sulitnya menyamakan pemahaman antara wajib pajak dan petugas 

pajak. 

3) Penjelasan dan analisis pendukung terhadap IKU  

Beberapa upaya extra effort yang telah dilakukan untuk mencapai 

target IKU ini  yaitu melakukan kegiatan penyuluhan dan pelayanan 

dengan selalu mengedepankan pelayanan efektif dan efisien yang 

selalu berorientasi pada kepuasan steckholder/pemangku 

kepentingan.. 
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4) Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target atas IKU 

pada tahun 2025: 

a. Melakukan kegiatan penyuluhan dan pelayanan dengan selalu 

mengedepankan pelayanan efektif dan efisien yang selalu 

berorientasi pada kepuasan stakeholder/pemangku kepentingan 

serta selalu melakukan introspeksi terhadap pelayanan yang telah 

dilakukan. 

5. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif 

a. 05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis 

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 
2024 
T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 

Realisasi 120,00% 108,00% 108,00% 107,36% 107,36% 115,05% 115,05% 

Capaian 120,00 120,00 120,00 119,29 119,29 120,00 120,00 

Sumber : Mandor - Iku Pengawasan - Iku Aktivitas PPM 2024 

Tanggal : 12 Januari 2025 

�x Deskripsi Sasaran Strategis 

Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak 

�x Definisi IKU  

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan 

pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran 

masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak 

berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak 

Strategis. 

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah 

penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya 

Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 
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25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas 

Wajib Pajak Strategis. 

�x Formula IKU  

 

�x Realisasi IKU 

Unit Kerja  
Realisasi 

Dafnom STP 
Data Perpajakan 

Dinamisasi 

IKU  
Realisasi IKU Capaian IKU 

KPP Madya 

Balikpapan 
120,00% 120,00% 103,51% 115,05% 120,00% 

Sumber : Mandor - Iku Pengawasan - Iku Aktivitas PPM 2024 

Tanggal : 12 Januari 2025 

Realisasi atas IKU Persentase pengawasan pembayaran masa WP 

Strategis sebesar 115,05% dengan capaian yang maksimal 120,00% 

terhadap target 90,00%. 

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi 

kinerja lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 

pengawasan 

pembayaran masa 

WP Strategis 

- 100,00% 108,22% 120,00% 115,05% 

Sumber : ND-1737/WPJ.14/2024 

Tanggal : 25 November 2024 

 Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis memiliki 

realisasi yang cenderung bagus walaupun menurun dari tahun lalu. 

Hal ini dikarenakan realisasi pada komponen Persentase Penelitian 

Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 sudah memenuhi target namun 
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capaiannya belum maksimal dikarenakan target terlambat untuk 

muncul. 

3) Penjelasan dan analisis pendukung terhadap IKU  

Beberapa upaya extra effort yang telah dilakukan untuk mencapai 

target IKU ini  yaitu melakukan penerbitan STP dan melakukan 

penelitian data tahun berjalan dan menindaklanjuti dengan 

menerbitkan SP2DK. 

4) Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target atas IKU 

pada tahun 2025: 

a. Penerbitan STP; 

b. Penelitian data tahun berjalan; 

c. Menerbitkan SP2DK atas data tahun berjalan. 

6. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif  

a. 06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data 

dan/atau keterangan WP Strategis 

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 

2024 

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 10,00% 40,00% 40,00% 75,00% 75,00% 100,00% 100,00% 

Realisasi 87,35% 113,94% 113,94% 90,00% 90,00% 120,00% 120,00% 

Capaian 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

Sumber : Mandor - Iku p4dk - IKU P4DK 2024 

Tanggal : 12 Januari 2025 

�x Deskripsi Sasaran Strategis 

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, 

data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah 

dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun 

objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela. 
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�x Definisi IKU  

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis 

merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib 

Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. 

Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai 

dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan 

Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan 

ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan 

Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib 

Pajak Strategis. 

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan 

Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite 

Kepatuhan Wajib Pajak. 

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau 

keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua 

komponen: 

A. Komponen Penelitian (40%) 

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah 

bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP 

Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai 

SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib 

Pajak Strategis. Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak 

Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh 

Kanwil DJP masing-masing. 

B. Komponen Tindak Lanjut (60%) 

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah 

bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK 

Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil 

Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak 

Strategis. Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 

2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang 
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diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian 

komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak 

sebagaimana diatur dalam  SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar 

Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang 

berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-

09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang 

daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan 

penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang 

diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit 

tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai 

dengan 2022. Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak 

Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh 

Kanwil DJP masing-masing. 

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain: 

1. Dalam Pengawasan; 

2. Usulan pemeriksaan; 

3. Usul pemeriksaan bukti permulaan. 

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari 

sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain: 

1. Usulan pemeriksaan; 

2. Usul pemeriksaan bukti permulaan. 

�x Formula IKU  

(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut) 

�x Realisasi IKU 

Komponen Penelitian (40%) 

Unit Kerja  Target LHPT  Jumlah Bobot 

LHPT  

Capaian 

Penelitian 

KPP Madya 

Balikpapan 

494,00 1.386,80 120,00% 

Komponen Tindak Lanju t (60%) 
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Unit Kerja  Target 

LHP2DK  

Jumlah Bobot 

LHP2DK atas DPP 

Dafnom LHP2DK 

Outstanding 

Jumlah Bobot 

LHP2DK  

Capaian Tindak 

Lanju t 

KPP Madya 

Balikpapan 

494,00 1.184,65 61 47,40 120,00% 

Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data 

dan/atau keterangan WP Strategis adalah 120,00% dengan tiap 

komponen memiliki capaian yang maksimal. 

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi 

kinerja lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 

penyelesaian 

permintaan 

penjelasan atas data 

dan/atau keterangan 

WP Strategis 

120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 

Sumber : Mandor - Iku p4dk - IKU P4DK 2024 

Tanggal : 12 Januari 2025 

 Realisasi atas IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan 

atas data dan/atau keterangan WP Strategis setiap tahun dapat 

melampaui target yang ditentukan. Hal yang telah dilakukan untuk 

mencapai target yang ditentukan yaitu Penerbitan LHPt, SP2DK atas 

DPP semester 2 dan melakukan tindak lanjutnya dengan LHP2DK, 

menindaklanjuti SP2DK outstanding sampai dengan input relaisasi 

pada LHP2DK status pengawasan. 

3) Penjelasan dan analisis pendukung terhadap IKU  

Beberapa upaya extra effort yang telah dilakukan dalam mencapai 

target atas IKU ini antara lain: 

a) Melakukan penerbitan LHPt atas Wajib Pajak yang telah masuk 

dalam DPP Semester 2; 
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b) Menerbitkan SP2DK atas Waijb Pajak tersebut; 

c) Menindaklanjuti SP2DK Outstanding; 

d) Menerbitkan Berita Acara atas SP2DK tersebut; 

e) Menerbitkan LHP2DK atas SP2DK yang telah diterbitkan; 

f) Melakukan input realisasi atas LHP2DK status pengawasan. 

Analisis atas mitigasi risiko untuk kejadian risiko Penyelesaian 

permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak 

strategis yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang 

ditetapkan: 

i. Menerbitkan undangan konseling terhadap Wajib Pajak yang 

belum merespon SP2DK dengan target 60 surat imbauan dan 

realisasi 308 surat; 

ii.  Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau melalui 

media telepon memiliki realisasi 195 kegiatan dengan target 60 

kegiatan; 

iii.  Melakukan usul pemeriksaan kepada wajib pajak yang tidak 

memiliki kemauan untuk melakukan pembayaran dengan realisasi 

42 kegiatan dan target 38 kegiatan. 

4) Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target atas IKU 

pada tahun 2025: 

a) Penerbitan LHPt WP DPP dan WP Mandatory; 

b) Menerbitkan SP2DK; 

c) Menindaklanjuti SP2DK dengan Berita Acara; 

d) Menindaklanjuti SP2DK Outstanding; 

e) Menerbitkan LHP2DK; 

f) Input Realisasi atas LHP2DK dengan status Pengawasan. 
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b. 06b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan 

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 

2024 

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Realisasi 120,00% 116,21% 116,21% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 

Capaian 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

Sumber : Mandor - Iku Pengawasan - Iku Pemanfaatan Data Pkm 2024 

Tanggal : 12 Januari 2025 

�x Deskripsi Sasaran Strategis 

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, 

data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah 

dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun 

objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela. 

�x Definisi IKU  

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri 

dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data 

Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai 

berikut: 

1. Pemanfaatan Data STP 

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan 

antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan 

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. 

2. Pemanfaatan Data Matching 

Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain 

tahun berjalan dan Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan 

Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan 

tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data 

Konkret selain tahun berjalan. 
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�x Formula IKU  

 

�x Realisasi IKU 

Komponen Pemanfaatan Data STP 

Unit Kerja  

Target Realisasi 

Persentase STP Dafnom 

STP 

Target 

STP 
Dafnom 

Selain 

Dafnom 
Total Nominal STP 

KPP Madya 

Balikpapan 

3.397 3.397 3.870 801 4.671 83.950.527.215,00 120,00% 

Komponen Pemanfaatan Data Matching 

Unit Kerja  
Target Realisasi 

Persentase STP 
Data Pemicu Target Ditindaklanjuti AR  Ditindaklanjuti WP  

KPP Madya 

Balikpapan 

1.892 1.491 356 1,773 120,00% 

Sumber : Mandor - Iku Pengawasan - Iku Pemanfaatan Data Pkm 2024 

Tanggal : 12 Januari 2025 

Realisasi atas IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun 

Berjalan sebesar 120,00% dengan capaian yang maksimal 120,00% 

terhadap target 100,00%. 

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi 

kinerja lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 

Pemanfaatan Data 

Selain Tahun Berjalan 

- - - 120,00% 120,00% 

Sumber : ND-1737/WPJ.14/2024 

Tanggal : 25 November 2024 

 Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan memiliki 

realisasi yang bagus tiap tahunnya karena telah melampaui target yang 

ada dengan capaian maksimal. Daftar Nominatif STP selain tahun 
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berjalan diturunkan secara bertahap, dan terdapat penambahan data 

atas data pemicu selain tahun berjalan. 

3) Penjelasan dan analisis pendukung terhadap IKU  

Beberapa upaya extra effort yang telah dilakukan untuk mencapai 

target IKU ini  yaitu: 

a) Menerbitkan STP atas potensi STP selain tahun berjalan sesuai 

dengan daftar nominatif yang diturunkan; 

b) Menghubungi Wajib Pajak terkait dengan tindak lanjut atas data-

data pemicu selain tahun berjalan;Menindaklanjuti SP2DK 

Outstanding; 

c) Membuat himbauan terkait data epmicu selain tahun berjalan. 

4) Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target atas IKU 

pada tahun 2025: 

a. Penerbitan STP; 

b. Menghubungi Wajib Pajak terkait data pemicu selain tahun 

berjalan; 

c. Menerbitkan Surat Imbauan terkait data pemicu selain tahun 

berjalan. 

c. 06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP 

Tepat Waktu 

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 

2024 

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Realisasi 120,00% 102,00% 102,00% 105,88% 105,88% 118,58% 118,58% 

Capaian 120,00 102,00 102,00 105,88 105,88 118,58 118,58 

Sumber : https://s.id/RealisasiIKUKKWP 

Tanggal : 10 Januari 2025 
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�x Deskripsi Sasaran Strategis 

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, 

data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah 

dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun 

objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela. 

�x Definisi IKU  

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan 

dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada 

KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas 

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu 

dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan 

Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas 

pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase 

penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM 

Pemeriksaan. 

�x Formula IKU  

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat 

waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib 

Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan 

+ 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target 

PKM Pemeriksaan 

�x Realisasi IKU 

Komponen 1 Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan 

Wajib Pajak KPP tepat waktu 

KOMPONEN 1 (BOBOT 30%) 
POIN REALISASI   TARGET   CAPAIAN  

4,80 120,00% 100,00% 120,00% 
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Komponen 2 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan 

KOMPONEN 2 (BOBOT 40%) 
RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI  REALISASI   TARGET   CAPAIAN  

PENGAWASAN PEMERIKSAAN  PENAGIHAN        
78,18% 101,29% 100,03% 93,17% 80,00% 116,46% 

Komponen 3 Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan 

Terhadap Target PKM Pemeriksaan 

KOMPONEN  3 (BOBOT 30%) 
REALISASI   TARGET   CAPAIAN  

70,85% 55,00% 120,00% 
Sumber : https://s.id/RealisasiIKUKKWP 

Tanggal : 10 Januari 2025 

Realisasi atas IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan 

Wajib Pajak KPP Tepat Waktu yaitu 118,58%. Capaian atas 

Komponen Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib 

Pajak KPP tepat waktu dan Komponen Persentase Penyiapan Bahan 

Baku Pemeriksaan Terhadap Target PKM Pemeriksaan sudah 

mencapai nilai maksimal yaitu 120,00%. Namun untuk komponen 

kualitas pelaksanaan komite kepatuhan belum maksimal dengan 

capaian 116,46% tetapi sudah melampaui target yang ditetapkan. 

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi 

kinerja lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Efektivitas Pengelolaan 

Komite Kepatuhan 

Wajib Pajak KPP 

Tepat Waktu 

- - - - 120,00% 

Sumber : https://s.id/RealisasiIKUKKWP 

Tanggal : 10 Januari 2025 

 Realisasi atas IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan 

Wajib Pajak KPP Tepat Waktu disediakan oleh Kantor Pusat. 
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3) Penjelasan dan analisis pendukung terhadap IKU  

Beberapa upaya extra effort yang telah dilakukan untuk mencapai 

target IKU ini  yaitu melaporkan tugas komite kepatuhan sesuai 

jadwal. 

4) Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target atas IKU 

pada tahun 2025 yaitu Laporan tugas komite kepatuhan sesuai jadwal. 

7. Penegakan Hukum yang Efektif  

a. 07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian 

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 

2024 

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Realisasi 69,96% 71,39% 71,39% 72,00% 72,00% 120,00% 120,00% 

Capaian 69,96 71,39 71,39 72,00 72,00 120,00 120,00 

Sumber : Portal P2 dan Appraisal 

Tanggal : 12 Januari 2025 

�x Deskripsi Sasaran Strategis 

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, 

penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang 

dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, 

menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP. 

�x Definisi IKU  

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur 

berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data 

potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit 

tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian 

pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai 

restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur 
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berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat 

waktu. 

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua 

parameter, yaitu: 

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan 

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian. 

�x Formula IKU  

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + 

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%) 

Keterangan: capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120% (40% 

x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut) 

�x Realisasi IKU 

No Keterangan Triwulan IV 
a Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan 101,80% 
b Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan 80,00% 

c 
Capaian Komponen Tingkat Efketivitas Pemeriksaan (maks. 120%) 
(c=a:b) 

120,00% 

d Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian 120,00% 
e Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian 100,00% 

f 
Capaian Komponen Tingkat Efketivitas Penilaian (maks. 120%) 
(f=d:e) 

120,00% 

g 
Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian 
= (60%*Capaian Komponen Tingkat Efketivitas Pemeriksaan) + 
(40%*Capaian Komponen Tingkat Efketivitas Penilaian) 

120,00% 

h Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian 100,00% 

i 
Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian 
(i=g:h) 

120,00% 

Sumber : Portal P2 dan Appraisal 

Tanggal : 12 Januari 2025 

Realisasi atas IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian 

telah mencapai target. Isu utama pada IKU ini yaitu Realisasi SKP 

terbit dan dibayar dibanding potensi/nilai setuju tidak maksimal, 

Penyelesaian pemeriksaan tidak tepat waktu dan target konversi LHP 
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tidak tercapai, dan Kegiatan Bantuan Penilaian sudah dilaksanakan di 

triwulan terakhir. 

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi 

kinerja lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Tingkat Efektivitas 

Pemeriksaan Dan 

Penilaian 

- - - - 120,00% 

Sumber : Portal P2 dan Appraisal 

Tanggal : 12 Januari 2025 

 Realisasi atas IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian 

sudah melampaui target yang ditentukan. Pada tahun 2024 

perhitungan atas IKU Pemeriksaan ditambah dengan perhitungan IKU 

Penilaian yang di tahun sebelumnya tidak ada. Hambatan yang ada 

dalam mencapai target IKU ini adalah Kualitas data potensi usulan 

DSPP Relevan Proses Bisnis dan DSPP Kolabratif yang belum 

maksimal dan Sistem/aplikasi pemantauan pemeriksaan tidak actual. 

3) Penjelasan dan analisis pendukung terhadap IKU  

Beberapa upaya extra effort yang telah dilakukan dalam mencapai 

target atas IKU ini antara lain: 

a) Melakukan monitoring dan evaluasi tunggakan pemeriksaan secara 

rutin; 

b) Melaksanakan pembahasan penggalian potensi antara pengawasan 

dan FPP; 

Analisis atas mitigasi risiko untuk kejadian risiko Realisasi nilai 

ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target 

dan Penyelesaian pemeriksaan melewati jatuh tempo: 

i. Menyelenggarakan Rapat Pembuatan Peta Kepatuhan Dan 

Pembahasan DSP4 Untuk Ditetapkan Menjadi DSPP secara efektif 
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sehingga menghasilkan Usulan Pemeriksaan WP yang berkualitas 

dan mempunyai kemampuan bayar yang cukup dengan target dan 

realisasi sebanyak 2 laporan; 

ii.  Memperbaiki bahan baku pemeriksaan dengan bedah Profil Wajib 

Pajak melibatkan seksi lain dengan target 38 laporan dan realisasi 

62 laporan; 

iii.  Membuat ND Kepala Seksi PPP yang berisi pengingat 2 bulan 

sebelum Jatuh Tempo Pemeriksaan yang ditujukan kepada 

Supervisor dengan target dan realisasi sebanyak 12 nota dinas; 

iv. Menyelenggarakan Pemantauan terhadap Pemenuhan Ketentuan 

Formal atas Perencanaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan dengan 

realisasi 11 kegiatan dengan target 4 kegiatan. 

4) Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target atas IKU 

pada tahun 2025: 

a) Memprioritaskan usulan DSPP yang memiliki potensi besar dan 

tingkat ketertagihan tinggi; 

b) Membuat pengawasan progress pemeriksaan secara manual; 

c) Menyelenggarakan Pemantauan terhadap Pemenuhan Ketentuan 

Formal atas Perencanaan dan Pelaksanaaan Pemeriksaan; 

b. 07b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan 

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 

2024 

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 15,00% 30,00% 30,00% 45,00% 45,00% 75,00% 75,00% 

Realisasi 16,61% 59,63% 59,63% 103,89% 103,89% 112,18% 112,18% 

Capaian 110,73 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

Sumber : https://s.id/EfektivitasPenagihan2024 

Tanggal : 12 Januari 2025 
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�x Deskripsi Sasaran Strategis 

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, 

penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang 

dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, 

menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP. 

�x Definisi IKU  

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung 

Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan 

menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan 

sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, 

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual 

barang yang telah disita. 

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur 

tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan 

terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan 

piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) 

variabel, yaitu: 

1. Variabel tindakan penagihan (50%); 

2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan 

(DSPC) (20%); 

3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) 

(30%). 

�x Formula IKU  

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak 

Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC) 
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�x Realisasi IKU 

Nama Unit 
Variabel 
Tindakan 
Penagihan 

Variabel 
Tindak 
Lanjut 

WP DSPC 

Variabel 
Pencairan 
WP DSPC 

Realisasi 
Tingkat 

Efektivitas 
Penagihan 

Trajectory 
Tw Iv  

Capaian 
Tingkat 

Efektivitas 
Penagihan 

2024 

Max 
Capaian 
120% 

MADYA 
BALIKPAPAN 52,18% 24,00% 36,00% 112,18% 75,00% 149,57% 120,00% 

Sumber : https://s.id/EfektivitasPenagihan2024 

Tanggal : 12 Januari 2025 

Realisasi atas IKU Tingkat Efektivitas Penagihan sebesar 149,57% 

dengan capaian yang maksimal 120,00% terhadap target 75,00%. 

1) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi 

kinerja lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Tingkat Efektivitas 

Penagihan 
- - 114,33% 95,68% 149,57% 

Sumber : https://s.id/EfektivitasPenagihan2024 

Tanggal : 12 Januari 2025 

 Tingkat Efektivitas Penagihan memiliki realisasi yang bagus tiap 

tahunnya karena telah melampaui target yang ada dengan capaian 

maksimal. Wajib Pajak berada di lokasi yang kurang terjangkau dan 

sulit dihubungi menjadi kendala dalam mencapai target IKU tersebut. 

3) Penjelasan dan analisis pendukung terhadap IKU  

Beberapa upaya extra effort yang telah dilakukan untuk mencapai 

target IKU ini  yaitu Mengirimkan undangan untuk Wajib Pajak 

dengan lokasi jauh untuk melakukan pembahasan pelunasan utang 

pajak 

Analisis atas mitigasi risiko untuk kejadian risiko Realisasi 

pencairan piutang pajak tidak mencapai target dan Tindakan penyitaan 

tidak berhasil dilaksanakan, antara lain: 
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i. Melakukan Pemblokiran Serentak dengan target dan realisasai 1 

kegiatan; 

ii.  Mengoptimalisasikan tindakan penagihan pajak berdasarkan Daftar 

Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) dengan target 1 kegiatan dan 

realisasi 21 kegiatan; 

iii.  Kegiatan Asset Tracing dan Pencairan Data Rekening Internal 

(CRM) maupun Eksternal dengan realisasi 2 kegiatan pada target 1 

kegiatan. 

4) Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target atas IKU 

pada tahun 2025: 

a. Mengundang Wajib Pajak DSPC untuk melakukan pembahasan; 

b. Melakukan pemblokiran atas Wajib Pajak yang tidak kooperatif; 

c. 07c-N Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan 

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 

2024 

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 25,00% 50,00% 50,00% 75,00% 75,00% 100,00% 100,00% 

Realisasi 0,00% 0,00% 0,00% 200,00% 200,00% 100,00% 100,00% 

Capaian 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 100,00 100,00 

Sumber : ND-995/WPJ.144/2024 

Tanggal : 12 September 2024 

�x Deskripsi Sasaran Strategis 

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, 

penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang 

dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, 

menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP. 
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�x Definisi IKU  

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan 

pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan 

lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan 

melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan 

Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, 

dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti 

Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan 

harus dilakukan Koordinasi dan/atau Case Building terlebih dahulu 

dengan Kanwil DJP untuk memastikan kualitas usulan agar dapat 

diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus 

memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan 

Pemeriksaan Bukti Permulaan.Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib 

pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas 

komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib 

Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP 

tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite 

Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% 

kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% 

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM 

Pemeriksaan. 

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP 

yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar 

melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi 

Approweb/Portal P2. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti 

Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi 

Pemeriksaan. 

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui 

ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan 

SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan 
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penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan 

dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti 

Permulaan. Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib 

Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan 

usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, 

tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti 

Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan 

yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan 

yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun 

depan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah 

sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan 

Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

�x Formula IKU  

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti 
Permulaan ke Kantor Wilayah  

x100%  
Target Penyampa ian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan 

ke Kantor Wilayah  

�x Realisasi IKU 

Nama KPP 
Usulan Bukper 

Target Realisasi Capaian 

KPP Madya Balikpapan 1 1 100% 

Sumber : ND-995/WPJ.144/2024 

Tanggal : 12 September 2024 

Realisasi atas IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan 

Bukti Permulaan adalah 100% dengan menyampaikan 1 usulan bukti 

permulaan sesuai dengan ketentuan dan target. 
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2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi 

kinerja lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 

Penyampaian Usul 

Pemeriksaan Bukti 

Permulaan 

- - - - 120,00% 

Sumber : ND-995/WPJ.144/2024 

Tanggal : 12 September 2024 

 IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan 

baru ada pada tahun 2024 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan 

tahun tahun sebelumnya. Dalam mencapai target atas IKU ini terdapat 

hambatan yaitu Wajib Pajak dan tahun pajak untuk dilakukan usul 

pemeriksaan bukti permulaan masih dilakukan penelitian lebih lanjut 

agar dapat terpenuhinya syarat dan kelayakannya. 

3) Penjelasan dan analisis pendukung terhadap IKU  

Beberapa upaya extra effort yang telah dilakukan untuk mencapai 

target IKU ini  yaitu: 

1. Melakukan rekapitulasi atas Wajib Pajak yang akan diusulkan 

dalam usul pemeriksaan bukti permulaan; dan 

2. Melakukan penelitian atas Wajib Pajak dan tahun pajak yang akan 

diusulkan dalam pemeriksaan bukti permulaan. 

4) Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target atas IKU 

pada tahun 2025 yaitu melakukan penelitian atas Wajib Pajak dan 

tahun pajak yang akan diusulkan dalam pemeriksaan bukti permulaan 

dan membuat surat usulan pemeriksaan bukti permulaan. 
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8. Data dan Informasi yang Berkualitas 

a. 08a-CP Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi 

Alat Keterangan 

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 

2024 

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 20,00% 50,00% 50,00% 80,00% 80,00% 100,00% 100,00% 

Realisasi 22,11% 41,84% 41,84% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 

Capaian 110,55 83,68 83,68 120,00 120,00 120,00 120,00 

Sumber : Laporan Pengamatan dan Mandor 

Tanggal : 12 Januari 2025 

�x Deskripsi Sasaran Strategis 

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah 

untuk mendukung pengambilan keputusan. 

�x Definisi IKU  

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan 

penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi 

Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan 

Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari 

masing-masing komponen sebagai berikut: 

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan 

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam 

siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, 

pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga 

diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk 

kepentingan perpajakan. Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui 

sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data 

dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang 

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Petugas 

Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat 
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Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan 

Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan 

Pengamatan. Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka 

mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang 

meliputi: 

1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan 

(mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian  potensi  pajak  di  

wilayah  atau  Wajib  Pajak,  keberadaan  atau kebenaran  subjek  

pajak  atau  Wajib  Pajak,  dan  penunjukan  Wajib  Pajak  

sebagai pemungut atau pemotong  pajak, dan sebagainya; 

2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah 

ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib 

Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan 

Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan 

Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, 

penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan 

sebagainya; 

3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk 

mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau 

penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib  pajak  

atau  penanggung  pajak,  penyanderaan  Wajib  Pajak  tertentu  

dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya; 

4) kegiatan  Pemeriksaan,  yang  bertujuan  untuk  mendukung  

kegiatan  pemeriksaan pajak,  baik  pemeriksaan  untuk  menguji  

kepatuhan  pemenuhan  kewajiban perpajakan maupun 

pemeriksaan untuk tujuan lain; 

5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan 

terkait objek pajak, melengkapi  informasi  terkait  

objekpenilaian  kewajaran  usaha  Wajib  Pajak,  dan 

sebagainya; 
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6) kegiatan  Intelijen  Perpajakan  yang  dilakukan  UPKIP  

Wilayah,  yang  di  antaranya memperoleh informasi 

kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib 

Pajak,  pengamatan  dan  penggambaran  sasaran,  konfirmasi  

identitas  sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; 

dan/atau 

7) kepentingan perpajakan lainnya. 

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan  kegiatan  

pengamatan  berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan 

2) diberikan penugasan  berdasarkan Surat  Perintah  Kegiatan  

Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP. 

Kegiatan Pengamatan  dalam  rangka  mendukung  

kepentingan/kegiatan  perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan 

yang disampaikan oleh: 

1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas 

kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan  Ekstensifikasi  perpajakan,  

kegiatan  Penagihan,  kegiatan  Pemeriksaan, atau kegiatan 

Penilaian di KPP; 

2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan 

3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP 

tersebut. 

Laporan Kegiatan  Pengamatan  adalah  laporan  yang  berisi  

pelaksanaan  dan  hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. 

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran 

Direktur Jenderal Pajak  nomor  SE-18/PJ/2019  tentang  Tata  Cara  

Pelaksanaan  Kegiatan  Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau 

yang menggantikan. Laporan  Kegiatan  Pengamatan  yang  

diselesaikan  adalah  Laporan  pengamatan  yang telah  didistribusikan  

kepada  pihak  yang  menyampaikan  permintaan  Kegiatan 
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Pengamatan  serta  disampaikan  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  

melalui  nota  dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Target 

penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas 

Direktur Intelijen Perpajakan. 

 

2. Produksi Alat Keterangan 

1) Alat Keterangan yang selanjutnya disebut Alket adalah data 

dan/atau informasi yang spesifik terkait suatu Wajib Pajak yang 

dimiliki dan/atau diperoleh DJP dari berbagai sumber, baik 

sumber internal maupun eksternal, dalam rangka pelaksanaan 

dan/atau selain pelaksanaan tugas dan fungsi Unit di lingkungan 

Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan pemanfaatan data 

oleh selain unit pemroduksi Alket terutama untuk penggalian 

potensi perpajakan. 

2) Produksi alket adalah kegiatan perekaman data berupa formulir 

alket melalui aplikasi SIDJP NINE Alket SE-12   atau aplikasi 

lainnya yang ditentukan yang diperoleh dalam rangka 

pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Account 

Representative terhadap Wajib Pajak baik yang telah memiliki 

NPWP maupun yang belum memiliki NPWP. 

3) Kegiatan Produksi Alket dilakukan untuk memberikan data 

potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, 

unik, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh 

dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka 

ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan 

pengamanan penerimaan pajak. 

4) Alket yang dianggap sebagai realisasi adalah data yang diinput 

oleh pegawai dan sudah dilakukan validasi oleh atasan dan oleh 

Seksi Penjaminan Kualitas Data dengan sekurang-kurangnya 

memenuhi kriteria yaitu: 
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a. Terdapat identitas WP berupa NPWP, NIK dan/atau 

informasi lainnya (sekurang-kurangnya nama, alamat, merek, 

nama toko, dan identitas sejenis); 

b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / 

modal / profil dan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan bukan merupakan 

data yang telah dimiliki oleh DJP sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Pemerintah nomor PP 31/2012 dan data 

yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT dan lampiran 

kelengkapannya. 

c. Terdapat informasi tahun pajak, masa pajak serta peran dan 

jenis transaksi pada alket. 

5) Perhitungan poin atas suatu alket adalah sebagai berikut. 

a. Jika alket direkam dengan informasi lawan transaksi, 

mendapatkan skor 1,2; dan 

b. Jika alket direkam tanpa informasi lawan transaksi, 

mendapatkan skor 1. 

6) Pengakuan realisasi IKU Produksi Alat Keterangan adalah 

sebagai berikut: 

a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah alket hasil perekaman 

data yang telah dilakukan validasi kebenaran material dan 

formal. 

b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi 

yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut. 

c. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang 

direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut 

7) Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi Alket akan diatur 

lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan 

Penilaian. 
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�x Formula IKU  

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan 

 x 100% 

2. Produksi Alat Keterangan 

 X 100% 

Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat 

Keterangan 

 x 100% 

�x Realisasi IKU 

Pengamatan* WAS 1 5,1 

0% 

 

  WAS 2 6,2  

  WAS 3 6,2 
* sumber data: Seksi 
Pengawasan  

  WAS 4 5,3  

  WAS 5 6,6  

  WAS 6 6,2  

Total 
*)target setahun 1*jumlah AR 
(37) 35,6 96,22% 

 

 *)target pusat 1 upk*4 35,6 890% 120% 

    
 

Produksi Alket Skor jumlah produksi alket 552,4 
145,37% 

* sumber data: Mandor 

  jumlah target produksi alket* 380 120,00% 

 *target setahun 380 alket   
 

      

   kanwil pusat 

Perhitungan IKU (pengamatan + produksi alket) 
x 100% 108,11% 120,00% 

  2 

    
 

    
 

 Trajectory realisasi capaian 

 Triwulan IV 100% 120,00% 120,00% 
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Realisasi atas IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan 

Produksi Alat Keterangan adalah 120,00% dengan capaian masing-

masing komponen maksimal 120,00%. 

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi 

kinerja lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 

Penyelesaian Laporan 

Pengamatan dan 

Produksi Alat 

Keterangan 

- - - - 149,57% 

Sumber : Laporan Pengamatan dan Mandor 

Tanggal : 12 Januari 2025 

 Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat 

Keterangan baru ada pada tahun 2024 sehingga tidak bisa 

dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Alat keterangan 

diterbitkan atas data-data yang menjadi bahan alat keterangan, 

sedangkan pengamatan Wajib Pajak masih dalam penelitian untuk 

dilakukan tindak lanjut. Dalam mencapai target atas IKU ini terdapat 

hambatan yaitu Penerbitan alat keterangan berdasarkan surat tugas 

pengumpulan alket. Penelitian atas Wajib Pajak yang dijadikan 

sasaran pengamatan Wajib Pajak. Kegiatan pengamatan dilaksanakan 

mulai bulan Juli 2024. (setelah Triwulan 2) 

i. Penjelasan dan analisis pendukung terhadap IKU  

Beberapa upaya extra effort yang telah dilakukan untuk mencapai 

target IKU ini  yaitu: 

1. Melakukan penelitian atas data-data yang menjadi bahan alat 

keterangan; 

2. Menerbitkan alat keterangan atas data-data tersbut; 
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3. Melakukan penelitian atas Wajib Pajak yang akan dilakukan 

tindakan pengamatan. 

Analisis atas sasaran strategis data dan informasi yang berkualitas 

mencangkup kejadian risiko Data potensi perpajakan tidak cukup 

tersedia; Terdapat penyalahgunaan data perpajakan untuk kepentingan 

selain kedinasan oleh petugas pajak; dan Pencurian atau penyalahgunaan 

Data dan Informasi oleh pihak eksternal yang tidak berwenang adalah: 

i. Melaksanakan IHT/sharing session/mirroring sehubungan dengan 

analisis data dalam penggalian potensi perpajakan dengan total 

kegiatan selama 2024 sebanyak 6 kegiatan dari target 6 kegiatan. 

ii.  Melaksanakan bimbingan atau IHT terkait pemanfaatan data 

perpajakan dan kerahasiaaan data (security awareness) dengan 

target 1 kegiatan dan realisasi sebanyak 2 kegiatan. 

iii.  Melaksanakan implementasi Join Domain pada semua PC/Laptop 

dengan target dan realisasi sebanyak 1 kegiatan. 

iv. Melaksanakan Pemantauan Pengamanan Ruang Server dengan 

target dan realisasi sebanyak 4 kegiatan. 

v. Melakukan update yang diperlukan terhadap aplikasi yang 

digunakan dengan target dan realisasi 4 kegiatan. 

4) Rencana Aksi Selanjutnya 
Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target atas IKU 

pada tahun 2025: 

a. Menerbitkan alat keterangan atas data-data yang menjadi bahan 

alket dari surat tugas alket maupun dari SP2DKMengundang Wajib 

Pajak DSPC untuk melakukan pembahasan; 

b. Melakukan penelitian atas Wajib Pajak yang akan ditindak 

pengamatan 

c. Melakukan tindakan pengamatan Wajib Pajak; 

d. Membuat laporan pengamatan Wajib Pajak. 
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9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif  

a. 09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan 

Kebintalan SDM 

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 

2024 

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Realisasi 113,75 120,00 120,00 120,00 120,00 117,26 117,26 

Capaian 113,75 120,00 120,00 120,00 120,00 117,26 117,26 

Sumber : Mandor 

Tanggal : 12 Januari 2025 

�x Deskripsi Sasaran Strategis 

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, 

responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan 

dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan 

Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, 

dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung 

pertumbuhan berkelanjutan. 

�x Definisi IKU  

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi) 

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi 

SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu: 

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan 

pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat 

struktural dan pengembangannya; 

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang 

diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan 

fungsional serta pengembangannya; 

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur 

berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. 
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Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM) 

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian 

Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai 

menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 

(empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang 

kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK 

No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan 

Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian 

Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan 

memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal. 

�x Formula IKU  

(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%) 

�x Realisasi IKU 

Nama KPP 

Tingkat Kualitas Kompetensi dan 

Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM 

Target Realisasi Capaian 

KPP Madya 

Balikpapan 
100 117,26 117,26 

Sumber : Mandor 

Tanggal : 12 Januari 2025 

Realisasi atas IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan 

Kegiatan Kebintalan SDM adalah 117,26. 

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi 

kinerja lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Tingkat Kualitas 
Kompetensi dan 

Pelaksanaan Kegiatan 
Kebintalan SDM 

- - - - 117,26 
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 IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan 

Kebintalan SDM merupakan IKU baru pada tahun 2024 sehingga 

tidak bisa dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Pegawai 

telah memenuhi standar kompetensi berdasarkan Uji Kompetensi 

untuk Pelaksana Umum. Dalam mencapai target atas IKU ini terdapat 

hambatan yaitu perhitungan manual atas realisasi berbeda dengan data 

yang tersedia di Mandor sehingga tidak dapat dicek komponen yang 

belum maksimal 

3) Penjelasan dan analisis pendukung terhadap IKU  

Beberapa upaya extra effort yang telah dilakukan untuk mencapai 

target IKU ini  yaitu: 

1. Membuat Nota Dinas Usulan Pendidikan dan Pelatihan; 

2. Membuat Surat Tugas Pelaksanaan E-Learning KLC; 

3. Membantu Penyelenggaran Uji Kompetensi. 

Analisis atas sasaran organisasi mencangkup kejadian risiko Target 

IKU Jam Pelatihan Pegawai tidak tercapai dan Adanya pegawai yang 

tidak memenuhi standar kompetensi adalah: 

i. Melaksanakan Pembinaan Mental Pegawai dengan target dan 

realisasi 2 kegiatan; 

ii.  Menerbitkan Surat Tugas atas Panggilan Pelatihan KLC dengan 

target 12 dokumen dan realisasi 16 dokumen; 

iii.  Membuat Usulan Diklat Pegawai memiliki realisasi 2 dokumen 

dari target 1 dokumen; 

iv. Menerbitkan Surat Tugas atas Panggilan Diklat Pegawai dengan 

target 4 dokumen dan realisasi 18 dokumen. 

4) Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target atas IKU 

pada tahun 2025 yaitu: 

a. Membuat Nota Dinas Usulan Pendidikan dan Pelatihan  

b. Membuat Surat Tugas Pelaksanaan E-Learning KLC  
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c. Membantu Penyelenggaran Uji Kompetensi  

d. Mengadakan sosialisasi kesehatan mental pegawai 

b. 09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 

2024 

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target - - - 85,00 85,00 85,00 85,00 

Realisasi - - - 100,00 100,00 93,42 93,42 

Capaian - - - 117,65 117,65 109,91 109,91 

Sumber : Mandor 

Tanggal : 12 Januari 2025 

�x Deskripsi Sasaran Strategis 

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, 

responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan 

dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan 

Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, 

dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung 

pertumbuhan berkelanjutan. 

�x Definisi IKU  

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan 

cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 

komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), 

yaitu sebagai berikut: 

1. pelayanan perpajakan; 

2. pengawasan kepatuhan; 

3. pemeriksaan pajak; 

4. penagihan pajak. 

�t Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari 

survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden 

Wajib Pajak penerima layanan perpajakan; 
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�t Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks 

dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 

responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan 

perpajakannya; 

�t Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei 

kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak 

yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak; 

�t Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei 

kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib 

Pajak yang dilakukan penagihan pajak; 

 Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 

17, dengan rincian: 

�t Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, 

dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5) 

�t Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak 

yang terbukti fraud (minus 6) 

�t Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden 

untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3) 

�t Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3) 

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara 

proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria 

(pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang 

dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh 

Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur 

lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA. 

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 

dan Mahkamah Agung (MA) 
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�x Formula IKU  

((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan 

kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks 

penagihan pajak)) - Faktor Koreksi 

Q3 = Penyampaian Longlist Responden. 

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat 

Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat 

waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan 

disampaikan. Dengan ketentuan: 

- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat 

baik); 

- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 

(baik); 

- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 

70 (cukup). 

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada 

responden. 

�x Realisasi IKU 

Nama KPP 
Indeks Penilaian Integritas Unit 

Target Realisasi Capaian 

KPP Madya 

Balikpapan 
85 93,42 109,91 

Sumber : Mandor 

Tanggal : 12 Januari 2025 

Realisasi atas IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan 

Kegiatan Kebintalan SDM adalah 117,26. 



 92 

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi 

kinerja lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Indeks Penilaian 
Integritas Unit  

- 123 92,94 94,63 93,42 

 IKU Indeks Penilaian Integritas Unit mengalami perubahan naik 

turun dalam realisasinya. Hal ini bergantung pada tiap komponen yang 

penilaian integritas yang ada. Terdapat Wajib Pajak yang telah dipilih 

menjadi responden yang belum mengisi kuesioner survei penilaian 

integritas unit sampai batas waktu pengisian 

3) Penjelasan dan analisis pendukung terhadap IKU  

Beberapa upaya extra effort yang telah dilakukan untuk mencapai 

target IKU ini  yaitu: 

1. Melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan 

Pelaporan setiap triwulan 

2. Melaksanakan Program Internal Corporate Value (ICV) dan 

Pelaporan setiap caturwulan 

3. Melaksanakan Rancangan Pemantauan Tahunan (RPT) 

4. Mengidentifikasi dan membuat laporan penanganan Benturan 

Kepentingan 

5. Mengoordinasikan setiap seksi pada saat periode pengisian 

kuesioner survei penilaian. 

Analisis atas sasaran organisasi mencangkup kejadian risiko adanya 

tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang 

terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau 

dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum adalah: 

i. Melaksanakan Sosialisasi Anti Korupsi dengan target dan realisasi 

2 kegiatan; 

ii.  Penandatanganan Pakta Integritas dengan target dan realisasi 1 

kegiatan; 
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iii.  Melaksanakan pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai 

melalui metode Survei Wajib Pajak dengan target dan realisasi 3 

kegiatan. 

4) Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target atas IKU 

pada tahun 2025 yaitu: 

a. Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan 

Pelaporan setiap triwulan 

b. Pelaksanaan Program Internal Corporate Value (ICV) dan 

Pelaporan setiap caturwulan 

c. Melaksanakan Rancangan Pemantauan Tahunan (RPT) 

d. Mengidentifikasi dan membuat laporan penanganan Benturan 

Kepentingan 

c. 09c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan 

Manajemen Risiko 

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 

2024 

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 23,00 47,00 47,00 70,00 70,00 90,00 90,00 

Realisasi 43,53 53,77 53,77 84,76 84,76 97,68 97,68 

Capaian 120,00 114,40 114,40 120,00 120,00 108,53 108,53 

Sumber : Nota Dinas dan Periskop 

Tanggal : 12 Januari 2025 

�x Deskripsi Sasaran Strategis 

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, 

responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan 

dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan 

Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, 

dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung 

pertumbuhan berkelanjutan. 
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�x Definisi IKU  

A. Implementasi Manajemen Kinerja 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 

tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, 

antara lain diatur bahwa: 

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan 

sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi.  

2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, 

akuntabel, partisipatif, dan transparan.  

3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi 

manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja 

sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.  

4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja 

organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, 

dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam 

rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai 

kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode 

tertentu. 

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur 

manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-

Three. Struktur UPK-Three terdiri atas: 

a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;  

b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 

1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang 

memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja 

organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator 

pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di 

Lingkungan Kementerian Keuangan; dan 
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c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 

(satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang 

memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja 

pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator 

pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di 

Lingkungan Kementerian Keuangan. 

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP 

adalah sebagai berikut: 

a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak; dan 

b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three 

adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal. 

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) 

komponen sebagai berikut: 

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja 

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada 

peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja 

diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam 

meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian 

tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan 

sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.  

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) 

kegiatan sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan 

b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).  

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja 

akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA. 

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja 

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur 

efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di 

lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas 
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pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan 

Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan 

disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas 

pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas 

pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur 

KITSDA. 

Keterangan: 

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan 

Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP. 

 

B. Implementasi Manajemen Risiko 

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang 

berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. 

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang 

didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada 

tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang 

memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, 

dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai 

tambah organisasi.  

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 

adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi 

Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. 

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan 

untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko 

Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. 

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan 

April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya. 
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Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai 

berikut: 

A. Administrasi dan Pelaporan 

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung 

tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada 

Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi 

Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). 

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun 

terlambat poin 0,5. 

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan  Manajemen Risiko Triwulanan 

yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan 

Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan 

Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk 

setiap triwulan)).  

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan 

tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada 

Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi 

Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 

poin untuk setiap triwulan)). 

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun 

terlambat poin 0,5 setiap triwulan. 

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang 

terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan 

yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan 

Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan 

Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam 

setahun adalah 4 kali pelaksanaan. 

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan 

adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari 

(sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun 
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sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah 

Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4. 

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko 

triwulanan  bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu 

atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada 

hari kerja berikutnya. 

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko 

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan 

Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai 

dijalankan) 

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan 

pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-

105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi 

sebesar 100%. 

�x Formula IKU  

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen 

Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks 

Implementasi Manajemen Risiko 

�x Realisasi IKU 

Indeks 
Efektivita s 

Implementasi 
Manajemen 
Kinerja dan 
Manajemen 

Risiko  

= 

Indeks 
Implementasi 
Manajemen 

Kinerja  

+ 
Indeks Implementasi 

Manajemen Risiko  

 = 47,68 + 50,00 

 = 97,68   
Sumber : Nota Dinas dan Periskop 

Tanggal : 12 Januari 2025 

Realisasi atas IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen 

Kinerja dan Manajemen Risiko adalah 97,68 dengan capaian 108,53.. 
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2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi 

kinerja lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Indeks Efektivitas 
Implementasi 

Manajemen Kinerja 
dan Manajemen Risiko 

- - - - 97,68 

 IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan 

Manajemen Risiko merupakan IKU baru pada tahun 2024 sehingga 

tidak bisa dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Pelaksanaan 

Imbauan Manajemen Kinerja, Rapat Pemantauan Manajemen Risiko 

dan Dialog Kinerja Organisasi dilaksanakan setiap triwulannya 

dengan tepat waktu. Namun, pada Triwulan III terdapat materi wajib 

yang tidak disampaikan pada Imbauan Manajemen Kinerja. 

3) Penjelasan dan analisis pendukung terhadap IKU  

Beberapa upaya extra effort yang telah dilakukan untuk mencapai 

target IKU ini  yaitu: 

1. Pegawai mengetahui tentang pelaksanaan manajemen triwulan 

setiap bulannya; 

2. Pelaksanaan DKO tepat waktu, efektif, dan efisien 

3. Dampak resiko yang timbul dalam mencapai sasaran organisasi 

rendah 

4) Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target atas IKU 

pada tahun 2025 yaitu: 

a. Penyampaian Imbauan Manajemen Kinerja 

b. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan 

yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya 

c. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko dan Nilai 

Kinerja Organisasi Triwulanan tepat waktu 
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10. Pengelolaan K euangan yang Akuntabel 

a. 10a-CP Indeks K inerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran 

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 

2024 

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Realisasi 89,17 99,81 99,81 107,80 107,80 120,00 120,00 

Capaian 89,17 99,81 99,81 107,80 107,80 120,00 120,00 

Sumber : SMART dan OMSPAN 

Tanggal : 12 Januari 2025 

�x Deskripsi Sasaran Strategis 

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, 

akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. 

Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk 

mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan 

terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan 

keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat 

dipercaya. 

�x Definisi IKU  

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), 

harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip 

hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output 

sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup 

perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam 

ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja 

kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari: 

a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan 

anggaran; dan 

b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan 

anggaran. 
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Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA 

menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan 

berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor 

ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian 

Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 

Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 

2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor 

Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan 

RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada 

satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi 

adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan. 

�x Formula IKU  

Triwulan1, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0 

Formula Tw I, dan II  

Realisasi IKPA/95,0  

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut: 

Indeks  Kriteria  

120  Realisasi IKPA > 98,00  

100 < X < 120  100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95<x<98)  

100  Realisasi IKPA = 95  

80 < X < 100  80 + (Realisasi IKPA �² 85) : 0,5 ** (85<x<95)  

80  Realisasi IKPA = 85  

79,9  Realisasi IKPA < 85  
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*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 �± Target IKPA)/ 

(indeks capaian 120 �± indeks capaian sesuai target) 

   = (98-95) / (120-100) 

** Koefisien 0,5 = (Target IKPA �± Realisasi IKPA capaian 80)/ 

(indeks capaian target �± indeks capaian 80) 

   = (95-85) / (100-80) 

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA 

target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut: 

Indeks  Kriteria  

120  Realisasi NKA > 95,00  

100 < X < 120  100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)  

100  Realisasi NKA = 91  

80 < X < 100  80 + (Realisasi NKA �² 80) : 0,55 ** (80<x<91)  

80  Realisasi NKA = 80  

79,9  Realisasi NKA < 80  

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 �± Target NKA)/ 

(indeks capaian 120 �± indeks capaian sesuai target) 

   = (95-91) / (120-100) 

** Koefisien 0,55 = (Target NKA �± Realisasi NKA Capaian 80)/ 

(indeks capaian target �± indeks capaian 80) 

   = (91-80) / (100-80) 

 

 

 

 



 103 

�x Realisasi IKU 

Nama KPP 

NK 

Perencanaan 

Anggaran 

NK 

Pelaksanaan 

Anggaran 

Nilai 

Kinerja 

Anggaran 

KPP Madya 

Balikpapan 
100,00 96,83 98,42 

Sumber : SMART dan OMSPAN 

Tanggal : 12 Januari 2025 

Realisasi atas IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran 

berdasarkan konversi nilai kinerja anggaran 98,42 adalah 120,00. Hal 

ini dilaksanakan dengan melakukan pengelolaan belanja yang bijak 

dan efisiensi anggaran yang tepat. 

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi 

kinerja lima tahun sebelumnya 

Nama IKU 
Realisasi 

Tahun 2020 

Realisasi 

Tahun 2021 

Realisasi 

Tahun 2022 

Realisasi 

Tahun 2023 

Realisasi 

Tahun 2024 

Indeks Kinerja 
Kualitas Pelaksanaan 

Anggaran 

- - - - 120,00 

 IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran sejatinya 

dilaksanakan tiap tahun. Namun, perhitungan pada IKU berbeda-beda 

tiap tahunnya. Dalam mencapai target atas IKU ini terdapat hambatan 

yaitu Efisiensi Anggaran hanya diketahui pada akhir tahun dan nilai 

SMART hanya digunakan di akhir tahun. 

3) Penjelasan dan analisis pendukung terhadap IKU  

Beberapa upaya extra effort yang telah dilakukan untuk mencapai 

target IKU ini  yaitu melakukan rapat pembahasan anggaran tiap awal 

triwulan. 

Analisis atas sasaran organisasi Pengelolaan keuangan yang akuntabel 

mencangkup kejadian risiko Pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan 
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perencanaan anggaran, Rendahnya efisiensi pelaksanaan anggaran, dan 

Rendahnya nilai SMART (Sistem Monitoring Evaluasi Kinerja Terpadu) 

DJA yang mempengaruhi capaian kinerja Kualitas Pelaksanaan 

Anggaran adalah: 

i. Melakukan pertemuan/rapat rutin untuk meningkatkan koordinasi 

tim pengelola keuangan dan tim pengadaan dalam pelaksanaan 

anggaran  dengan target dan realisasi 4 kegiatan; 

ii.  Melakukan pemutakhiran data rencana kerja anggaran/DIPA dan 

POK secara berkala dengan target dan realisasi 4 kegiatan; 

iii.  Memaksimalkan penyerapan anggara sesuai target IKU  dengan 

target dan realisasi 1 kegiatan; 

iv. Melakukan rapat rutin untuk meningkatkan koordinasi tim 

pengelola keuangan dan tim pengadaan (KPA, PPSPM, PPK, PBJ, 

PjPHP, Staf PPK, dan Bendahara Pengeluaran) dengan target dan 

realisasi 4 kegiatan; 

v. Membuat monitoring mandiri sisa pagu bulanan dengan target dan 

realisasi 12 kegiatan. 

4) Rencana Aksi Selanjutnya 

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target atas IKU 

pada tahun 2025 yaitu: 

a. Melakukan rapat rutin untuk meningkatkan koordinasi tim 

pengelola keuangan dan tim pengadaan (KPA, PPSPM, PPK, PBJ, 

PjPHP, Staf PPK, dan Bendahara Pengeluaran); 

b. Membuat monitoring mandiri sisa pagu bulanan  

c. Melakukan pemutakhiran data rencana kerja anggaran/DIPA dan 

POK secara berkala  

d. Melakukan rapat pembahasan anggaran tiap awal triwulan, 

memitigasi jumlah anggaran yang harus disisakan sebagai 

komponen efisiensi.  
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B. REALISASI ANGGARAN  

Penyerapan Anggaran yang baik dan sesuai rencana akan mempengaruhi 

capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan secara umum. 

Sepanjang Tahun Anggaran 2024, Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan 

telah melaksanakan DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan baik. Belanja dilakukan 

dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun 

tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja meliputi 

belanja pegawai dan belanja barang. 

Realisasi belanja neto pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp 

5.486.426.801,00 atau sebesar 98,13% dari pagu belanja dalam DIPA yaitu 

sebesar Rp 5.590.903.000,00. Persentase realisasi belanja neto Tahun Anggaran 

2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.028.448.705,00 dari realisasi belanja pada 

Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 4.457.978.096,00. Pagu anggaran setelah revisi 

pada Tahun 2024 mengalami kenaikan dari Rp 4.938.130.000,00 di Tahun 2023 

menjadi Rp 5.590.903.000,00 atau sebesar Rp 652.773.000,00. 

Berdasarkan jumlah tersebut capaian realisasi untuk belanja barang sebesar 

Rp 4.014.770.112,00 dari total pagu belanja barang sebesar Rp 4.073.147.000,00 

atau sebesar 98,57%. Untuk capaian realisasi belanja pegawai mencapai Rp 

949445.000,00 atau sebesar 96,05% dari total pagu belanja pegawai Rp 

988.528.000,00. Pada capaian realisasi belanja modal menunjukkan angka 

98,65% dengan realisasi belanja modal Rp 522.211.689,00 dengan anggaran 

setelah revisi 529.228.000,00. Adapun sisa pagu anggaran belanja barang, belanja 

modal, dan belanja pegawai sebesar Rp 104.476.199,00 merupakan hasil efisiensi 

anggaran selama tahun 2024 yang merupakan sisa anggaran tak terserap dari 

keluaran (output) yang telah terpenuhi. 
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BAB IV : PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan 

merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah 

yang baik (Good Governance) dalam rangka mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran atau target yang 

dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan tidak lepas 

dari misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu untuk meningkatkan kepatuhan 

pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan 

pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil . 

Dalam rangka untuk menjamin terlaksananya visi dan misi yang telah 

dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seluruh pegawai yang berada di 

bawah unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan telah berusaha 

dan bekerja semaksimal mungkin untuk mensukseskan program dan kegiatan 

demi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan yaitu tercapainya target 

penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp 10.982.795.932.000,00 dengan 

realisasi sebesar Rp 10.993.793.271.513,00. Dari 19 Indikator Kinerja Utama 

dalam 10 Sasaran Strategis, 17 IKU telah berhasil mencapai target yang ada 

sedangkan 2 IKU lainnya hamper mencapai target yang telah ditentukan. 

Sehingga, KPP Madya Balikpapan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi Tahun 

2024 sebesar 107,37. 

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan 

informasi secara transparan kepada semua pihak yang terkait mengenai tugas 

dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan. Bagi Kantor 

Pelayana Pajak Madya Balikpapan, evaluasi dalam laporan ini merupakan 

bekal berharga guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. 

 


